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MOTTO 
 
 
ََاهُّيََأايَََنْيِذَّلاَاْو ُنََماََْمُكَلاَوْمَأاْوُلُكْأتَلاََْمُكَن ْ ي َبََِلِطاَبْلِابََّلاِأََْنَأَََنْوُكَتََْنَعًَةراَجِتَ َضاَر َتََْمُكْنِّمَ  
(ءاسنلاََ:٢۹)  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
suka sama suka diantara kamu!” 
(Q.S. An-nisa: 29)
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PERSEMBAHAN 
 
Yang Utama Dari Segalanya… 
Sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 
membekaliku dengan ilmu  serta memperkenalkanku dengan cinta. 
Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan 
akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini 
kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi 
sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibuku 
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kasih sayangku untukmu, semoga kelak engkau dapat menjadi kebanggaanku dan 
kebanggaan keluarga… 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
x 
 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ  ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
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2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xiii 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
xiv 
 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Alif Nanda Lusi, NIM: 142.111.157, “Analisis Prinsip Mu’amalah 
Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Secara Borongan di Pasar 
Notoharjo Semanggi Surakarta”. 
 
Jual beli merupakan transaksi paling sering dilakukan dalam dunia 
perniagaan, bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. 
Transaksi jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya 
rukun dan syarat jual beli, begitupula dalam praktik jual beli pakaian bekas yang 
ada di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. Realitanya banyak pedagang, 
khususnya penjual pakaian bekas yang melaksanakan jual beli dengan sistem 
borongan, yang mana secara fisik obyek jual beli tersebut tidak diketahui baik dari 
segi jumlah, bentuk maupun mutunya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli 
pakaian bekas secara borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta serta 
untuk mengetahui apakah praktik jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar 
Notoharjo Semanggi Surakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif mnggunakan pendekatan 
deskriptif analitis dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan 
pedagang pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. Dalam 
penelitian ini penyusun mengambil sample sebanyak 12 responden untuk 
dijadikan sumber penelitian dengan metode wawancara pribadi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian 
bekas secara borongan yang dipraktikkan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta 
dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalah. 
 
Kata kunci : prinsip mu’amalah, jual beli borongan 
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ABSTRACT 
  
Alif Nanda Lusi , NIM: 142.111.1 5 , "Analysis of the Mu'amalah 
Principles In the Sale and Purchase Transaction of Wholesale Clothing in 
Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta." 
  
Buying and selling is the most commonly done transaction in the world of 
commerce, even in general is the most important part of business activities. 
Buying and selling transactions can be said to be legitimate or not depending on 
the fulfillment of the pillars and the terms of sale and purchase, as well as the 
practice of buying and selling used clothing in Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. The reality is that many traders, especially used clothing sellers, carry 
out buying and selling with a wholesale system, which is physically unknown in 
terms of quantity, shape and quality.  
This research was conducted to determine the mechanism of buying and 
selling used clothing in bulk at Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta and to find 
out whether the practice of buying and selling used clothing in bulk at Pasar 
Notoharjo Semanggi Surakarta was in accordance with the principles of 
mu'amalah.  
This research is included in qualitative research using analytical 
descriptive approach with primary data sources from direct interviews with used 
clothing traders in Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. In this study compilers 
took samples as many as 12 respondents to be used as sources of research with 
personal interview methods.  
The results of this study indicate that the practice of buying and selling 
wholesale clothing that is practiced in Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta in 
practice is in accordance with the principles of mu'amalah.  
  
Keywords: mu'amalah principle, buying and selling wholesale  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, 
konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya. Bagi kaum muslimin, 
kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya 
sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut 
harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-
Qur‟an dan Sunnah Rasul.1 
Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala 
kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia akan selalu berusaha sebaik 
mungkin untuk memperoleh harta kekayaan. Banyak cara atau usaha yang 
dapat dilakukan seseorang untuk dapat memperolehnya, salah satunya 
adalah melalui kegiatan jual beli. 
Jual beli barang merupakan transaksi paling sering dilakukan 
dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian 
terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah 
disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan 
dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu 
kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang 
                                                          
1
 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 
hlm.28. 
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menentukan sahnya usaha jual beli, dan mengenal mana yang halal dan 
mana yang haram dari kegiatan itu.2 
Dalam aktivitas perdagangan, Islam menyarankan batasan-batasan 
tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu (1) 
barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, 
memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (żatihi) maupun halal dari 
sisi cara memperolehnya (gairu żatihi); (2) obyek dari barang  harus 
benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar 
bermanfaat dengan wujud yang tetap. Apabila barang itu meliputi 
kebutuhan konsumsi, maka barang tersebut harus pula secara eksplisit 
mencamtumkan informasi tentang manfaaat seperti informasi mutu dan 
gizi, komposisi bahan dan masa kadaluwarsa; (3) barang yang dijual 
belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya 
tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam, dan; (4) 
kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang 
yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang 
tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.3 
Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan waṣilat al-
ḥayat, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah 
agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik 
sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, 
                                                          
2
 Abdullah al-Mushlih dan  Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Islam. (Jakarta: 
Darul Haq, 2001), hlm. 87. 
3
 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 
hlm. 94. 
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sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi 
untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki 
kejujuran diri.4 
Pada sisi lain, Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas 
perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan 
dua kebutuhannya secara proporsional, yaitu kebutuhan material dan 
spiritual. Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-
tujuan kemanusiaan secara luhur. Islam membolehkan pemenuhan 
kebutuhan pribadi melalui aktivitas perdagangan untuk mewujudkan 
efisiensi dan pembangunan yang lebih besar, akan tetapi membatasi dan 
merestrukturisasi pencapaian tujuan pribadi dengan memasukkan perintah 
moral.5 
Melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi 
dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini, tentunya menuntut 
kita untuk lebih peka dan lebih berhati-hati dalam berbagai sistem yang 
kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam 
kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli 
pakaian bekas secara borongan. 
Salah satu pasar yang menjual beraneka ragam barang-barang 
bekas seperti pakaian bekas yaitu Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. 
Pasar Notoharjo merupakan sebuah pasar yang dibangun pada tahun 2006 
oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pasar ini terletak di Kelurahan Semanggi, 
                                                          
4
 Muhammad, Aspek…, hlm. 94.  
5
 Ibid., hlm. 95. 
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Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pasar Notoharjo lebih dikenal 
dengan nama Pasar Klithikan karena pasar tersebut sebagai wadah bagi 
pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang bekas seperti 
elektronik, pakaian, ponsel, sparepart kendaraan dan masih banyak lagi. 
Jual beli pakaian bekas secara borongan yang ada di Pasar 
Notoharjo merupakan sistem jual beli yang biasa dilakukan oleh para 
penjual dan pembeli, dimana dalam sistem jual beli borongan ini pihak 
penjual membeli pakaian dengan cara memesan kepada agen atau suplier 
pakaian bekas dengan cara menyebutkan kode atau jenis barang yang 
diinginkan. Misalnya: “Mas, saya pesan satu ball 36”, atau “Mas, saya 
pesan satu ball 63”. Untuk kode barang 36 yaitu berisi jaket parasit tipis, 
dan untuk kode 63 adalah jaket berbahan tebal. Namun, terkadang pembeli 
juga memesan barang dengan cara menyebutkan langsung jenis barang 
yang diinginkan, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemesanan.6 
Dalam satu karung pakaian bekas biasanya berkisar antara 90-100 
kg, dengan harga kisaran 3 juta-10 juta, tergantung dari jenis barang yang 
dipesan. Pengiriman barang dilakukan setelah pembeli melakukan 
pembayaran secara cash melalui rekening. Transaksi jual beli pakaian 
bekas ini tidak melalui proses takaran maupun timbangan yang akurat, 
sehingga dalam pelaksanaannya hanya menggunakan sistem taksiran.7 
Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya “Fiqh Muamalat” 
menjelaskan bahwa dalam Islam kegiatan jual beli dapat dikatakan sah 
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 Ibu Windarti, Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 28 Desember 
2017, jam 15.00-16.00 WIB. 
7
 Ibid. 
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atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun, prinsip dan syarat-
syarat yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut, para ulama fiqih 
menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: jual beli 
itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu 
tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga 
tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, muḍārat, serta 
adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.8 
Begitupun dalam praktik jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar 
Notoharjo Semanggi. Realitasnya, jual beli pakaian bekas dengan sistem 
borongan yang ada di Pasar Notoharjo Semanggi secara fisik obyek jual 
beli tersebut tidak diketahui secara jelas mengenai jumlah, bentuk dan 
mutunya.9 Sedangkan dalam prinsipnya, jual beli harus mengandung nilai-
nilai Tauhid, keadilan (‘adl), Nubuwwah (kenabian), serta mashlahah. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana transaksi jual beli 
pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta serta analisis 
prinsip mu’amalah dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar 
Notoharjo Semanggi Surakarta. 
 
 
 
                                                          
8
 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2010), hlm. 77.  
9
 Ibu Windarti, Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 28 Desember 
2017, jam 15.00-16.00 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 
akan penulis teliti adalah: 
1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas secara 
borongan di Pasar Notoharjo Semanggi? 
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara borongan di 
Pasar Notoharjo Semanggi dilihat dari prinsip-prinsip mu’amalah? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian 
bekas secara borongan di Pasar Notoharjo Semanggi. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas 
secara borongan di Pasar Notoharjo Semanggi dilihat dari prinsip-
prinsip mu’amalah. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, bagi penulis dapat bermanfaat dalam menambah 
wawasan serta pengembangan studi Islam, khususnya bidang 
mu’amalah. 
b. Secara praktis, khususnya adalah sebagai langkah penyusunan skripsi 
untuk memperoleh salah satu gelar sarjana hukum dalam bidang 
syari‟ah. 
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D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian jual beli pakaian bekas ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran atau pemahaman bagi masyarakat mengenai 
transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta. 
Penelitian ini juga sebagai bentuk sumbangsih dalam ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum Islam, terutama yang 
berkaitan dengan masalah jual beli pakaian bekas secara borongan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Islam 
Jual beli merupakan bagian dari ta’āwun (saling menolong). Bagi 
pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), 
sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang 
membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang 
mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Subhānahu wata’āla. 
Bahkan Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam juga menegaskan bahwa 
penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama 
para Nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan 
tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.10 
Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin. 
Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. 
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 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat…, hlm. 89. 
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Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 
 ََو أ َحَ:َةرقبلا(َ مَّر حوَ عْي  بْلاَُّللّاََّل۲٥٧)  
Artinya: 
Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.11 
 
Berdasarkan firman Allah di atas yang merupakan asal hukum dari 
kebolehan jual beli, maka dalam pelaksanaan jual beli itu sendiri harus 
memenuhi rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya 
adalah: 
Rukun jual beli:12 
1. Adanya Aqid (subyek akad) 
2. Adanya Ma’qud „alaih (obyek akad) 
3. Sighat (lafadz ijab dan qabul) 
Syarat-syarat jual beli: 
1. Subyek akad, yang meliputi syarat-syarat berikut: 
a. Berakal 
b. Kehendak pribadi 
c. Tidak mubadzir 
d. Baligh/dewasa 
2. Obyek akad 
a. Harus suci 
b. Ada manfaatnya 
c. Barang dapat diserahterimakan 
                                                          
11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, 1992), hlm. 70. 
12
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7. 
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d. Barang tersebut merupakan milik penuh salah satu pihak. 
e. Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak. 
Manusia dalam mencari rezeki harus memperhatikan kehendak 
sesamanya, misalnya dalam perdagangan tidak saling memaksa. Proses 
tawar menawar didasarkan atas suka sama suka. 
Allah SWT. berfirman: 
ي َضا ر  تَْن عًة را ِتَِ نْوُك تَْن أ ََّلاِأَِلِطا بْلِابَْمُك ن ْ ي  بَْمُك لا وْم أاْوُلُكْأت لاَاْو ُن م اَ  نْيِذَّلا  َاهُّي أ اَ
َ:َءاسنلا(َْمُكْن ِّم٢۹)  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku suka sama suka diantara kamu!13 (Q.S. An-Nisaa:29)  
 
Selain itu, supaya segala kegiatan manusia dalam perdagangan 
mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kemashlahatannya, maka 
manusia harus berlaku adil dan jujur.14 
Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya 
kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan 
tersebut, Allah telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa 
saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah 
diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan 
kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka 
harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa 
                                                          
13
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, 1992, hlm.122. 
14
 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: 
Ekonisia, 2003), hlm. 30. 
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saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan 
penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.15 
Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti 
berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi 
bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi 
pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadarai bahwa 
kecurangan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual 
beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sangat merugikan. 
Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya 
maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja ke tempat 
yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak 
akan ada lagi orang yang mau berbelanja, dan bangkrutlah usahanya.16 
Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap 
dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi. Selain 
itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu’amalah (ekonomi) juga sangat 
konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di antara kaidah dasar fiqh 
mu’amalah adalah sebagai berikut:17 
1. Hukum asal dalam mu’amalah itu adalah mubah (diperbolehkan). 
Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi 
muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang 
                                                          
15
 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 149. 
16
 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 149. 
17
 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 
hlm. 7-12. 
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melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa 
sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan 
nash yang secara sharih melarangnya. 
2. Konsep fiqh mu’amalah adalah untuk mewujudkan kemashlahatan. 
Artinya fiqh mu’amalah akan senantiasa berusaha mewujudkan 
mashlahat, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. 
3. Menetapkan Harga yang Kompetitif. 
Dalam hal ini, masyarakat sangat membutuhkan barang 
produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka 
menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga lebih rendah. 
Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin diperoleh kecuali 
dengan menurunkan biaya produksi. 
4. Meninggalkan Intervensi yang Dilarang 
Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan 
persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai 
materi. Maka dari itu Rasulullah melarang untuk menumpangi 
transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan 
intervensi terhadap akad maupun jual beli yang sedang dilakukan oleh 
orang lain. 
5. Menghindari Eksploitasi. 
Pada dasarnya Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk 
membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak boleh 
memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi. 
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6. Memberikan Kelenturan dan Toleransi 
Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin 
direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Khususnya dalam 
transaksi financial, nilai toleransi dapat diwujudkan dengan 
mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang 
terkait. Karena Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang 
mempermudah transaksi jual beli. 
7. Jujur dan Amanah 
Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. 
Kejujuran tidak akan melekat pada diri seseorang yang tidak memiliki 
nilai keimanan yang kuat. Salah satu hal yang bisa menafikan 
semangat kejujuran dan amanah yaitu penipuan. Dalam dunia bisnis, 
bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi 
harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria sebenarnya, 
bahkan menyembunyikan cacat yang bisa mengurang nilai obyek 
transaksi. 
Sebenarnya masih terdapat prinsip pokok yang harus diperhatikan 
dalam kehidupan muamalah. Diantaranya, menjauhi adanya gharar dalam 
transaksi, ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran 
dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak 
13 
 
bisnis harus dijelaskan secara detail, terutama yang terkait dengan hak dan 
kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik.18 
2. Konsep Jual Beli Borongan 
Dalam jual beli, kemashlahatan perlu dijadikan sebagai bahan 
pemikiran, karena apapun tindakan yang terjadi di dalam jual beli harus 
memberikan manfaat dan mendatangkan mashlahat, dan untuk mencapai 
kemashlahatan itu harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah 
ditetapkan dalam hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka 
atau kerelaan dan itikad baik dari kedua belah pihak. 
Termasuk hal yang tersebar di dunia usaha modern saat ini adalah 
penjualan sebagian asset secara kolektif dengan hitungan global tanpa 
mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Mekanisme seperti ini 
dalam fikih Islam dikenal sebagai jual beli juzaf.19 
Jual beli borongan dalam Islam sering disebut dengan nama al-
jizafu, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun 
dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah 
objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara 
cermat.20 
Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah 
banyak. Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu fikih adalah menjual 
barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung, secara borongan tanpa 
                                                          
18
 Masjupri, Buku Daras…, hlm. 12. 
19
 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqih Ekonomi…, hlm. 91. 
20
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar  Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm. 73.  
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ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk 
makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian 
tanpa mengetahui jumlahnya, atau menjual sebidang tanah tanpa 
mengetahui luasnya.21 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual 
beli adalah objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran 
dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak 
ada pengetahuan tentang ukuran ataupun beratnya.22 
Agar dibolehkan melakukan jual beli juzaf atau spekulatif ini ada 
sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqih Malikiyah telah 
menyebutkan sebagian di antaranya, yakni sebagai berikut: 
a. Barang yang dijualbelikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad 
dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Dan 
seperti halnya melihat barang langsung pada saat akad ini, juga dapat 
dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah 
(sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad 
berlangsung. 
b. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang 
dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, maka jual beli 
itu tidak sah. 
c. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit 
untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga 
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 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqih Ekonomi…, hlm. 91. 
22
 Ibid. 
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terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi 
tidak ada gunanya. 
d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi 
unsur kecurangan dalam spekulasi. 
e. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah 
atau ukurannya ketika terjadi akad.23 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian ini, penulis mencamtumkan beberapa penelitian 
yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan 
dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat 
penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan 
penelitian penulis diantaranya: 
Penelitian yang dilakukan Wiwik Sundari, dengan skripsi berjudul 
Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo 
Kabupaten Boyolali), diperoleh hasil bahwa praktik jual beli singkong 
tebasan yang ada di desa Butuh adalah praktik jual beli singkong dengan 
cara pembeli datang langsung ke petani untuk membeli semua hasil 
tanaman singkong sebelum dipanen. Menurut perspektif hukum Islam 
dalam praktik jual beli tebasan singkong di Desa Butuh ini dilakukan atas 
dasar adat kebiasaan („urf) masyarakat setempat yang tidak mendatangkan 
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 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqih Ekonomi…, hlm. 93. 
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kemadharatan. Karena masyarakat yang biasa melakukan jual beli tersebut 
pada umumnya tidak mengetahui jual beli menurut Islam (agama yang 
dianutnya). Praktik jual beli singkong dengan sisitem tebasan di desa 
Butuh ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga 
pelaksanaannya diperbolehkan menurut syariat.24 
Selain penelitian yang dilakukan Wiwik Sundari, ada juga 
penelitian yang dilakukan oleh Nurfidah, dengan skripsi berjudul Analisis 
Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Oleh Pedagang Dalam Perspektif 
Fiqih (studi kasus di Desa Kedungpring, Juwok, Sukodono, Sragen), 
diperoleh hasil bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli 
bensin eceran yang dilakukan oleh pedagang di Desa Kedungpring, 
Juwok, Sukodono, Sragen dengan pembeli. Jual beli bensin eceran yang 
ada di Desa Kedungpring adalah jual beli yang dilakukan menurut adat 
kebiasaan yang ada di masyarakat. Praktik jual beli bensin eceran ini juga 
sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni adanya aqid, ma’qud 
„alaih dan sighat. Akan tetapi dalam penakaran bensin eceran 
menggunakan ukuran botol dalam jual beli ini belum sesuai dengan fikih. 
Karena pada umumnya penjual bensin eceran tidak memakai alat takar 
                                                          
24
 Wiwik Sundari, 2006. “Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebasan 
dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo, 
kabupaten Boyolali”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah STAIN Surakarta, 
Surakarta. 
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yang semestinya dan menakar dengan cara mengira-ngira, sehingga isi 
dalam botol setiap pedagang berbeda-beda.25 
Kemudian ada juga penelitian milik Gunawan Wihananto, dengan 
skripsi berjudul Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas. 
Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada penerapan khiyar 
dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar Kartasura serta 
pandangan hukum Islam terhadap penerapan khiyar yang dilakukan para 
pedagang muslim di Pasar Kartasura.26 
Eko Yuliyanto, dengan skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Jual Beli Hewan Qurban Dengan Sistem Arisan. Dalam skripsi 
ini penulis membahas mengenai kasus yang terjadi di Desa Harjosari 
Karanganyar, dimana masyarakat di sana melakukan jual beli “Hewan 
Qurban” dengan sistem arisan. Dengan cara penghimpunan dana dari 
beberapa orang kemudian digunakan untuk membeli hewan qurban. 
Karena dana arisan masih belum mencukupi untuk membeli hewan 
qurban, maka undiannya pun dilakukan dengan cara lelang. Pada dasarnya 
jual beli sistem arisan pada kelompok arisan “Hewan qurban” yang terjadi 
di Desa Harjosari telah sesuai dengan hukum Islam karena jual beli 
dengan sistem arisan dapat di qiyaskan hukumnya dengan hukum syirkah 
                                                          
25
 Nurfidah, 2006, “Analisis Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Oleh 
Pedagang Dalam Perspektif fiqih, studi kasus di Dk. Kedungpring, Juwok, Sukodono, 
Sragen”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan  Muamalah STAIN Surakarta, Surakarta. 
26
 Gunawan Wihananto, 2006, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian 
Bekas (Study Kasus Terhadap Para Pedagang  Muslim di Pasar Kartasura), Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Syari‟ah Mu‟amalah, STAIN Surakarta. 
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(ta‟awuniyah), yang keduanya memiliki kesamaan dalam hal kerjasama 
dan memiliki banyak keuntungan.27 
Muhammad Hafidh Nur Fajri, dengan skripsi berjudul Analisa 
Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Batik Di Lingkungan 
Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menimbulkan 
kecenderungan minat beli konsumen untuk membeli pakaian batik di 
lingkungan Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota 
Surakarta. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah perdagangan 
eceran yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung 
dengan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan 
pribadi. Dalam hal ini fungsi pengecer adalah memberikan pelayanan 
kepada konsumen agar pembeliannya dilakukan dengan cara yang 
semudah mungkin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli 
konsumen seperti, citra atau image, kualitas produk yang dihasilkan, 
harga, pelayanan, serta masih banyak lagi.28 
Dari hasil telaah diatas, penulis tidak menemukan penelitian yang 
benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun mungkin sama-sama 
membahas mengenai masalah jual beli. Sedangkan penelitian penulis 
berjudul “Analisi Prinsip Mu’amalah Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian 
                                                          
27
 Eko Yuliyanto, 2007, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan 
Qurban dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Arisan Qurban di Desa Harjosari 
Karanganyar)”, Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Mua‟amalah STAIN Surakarta.  
28
 Muhammad Hafidh Nur Fajri, 2015, “Analisa Faktor Yang Mempengaruhi 
Minat Beli Konsumen Batik Di Lingkungan Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 
IAIN Surakarta. 
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Bekas Secara Borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta” yang 
titik permasalahannya mengarah pada penerapan prinsip-prinsip 
mu’amalah dalam transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan di 
Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. 
Ketertarikan penulis mengkaji masalah prinsip mu’amalah dalam 
transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan sejauh ini belum 
menemukan satupun yang mengkajinya, meskipun sudah banyak yang 
mengkaji masalah jual beli, namun permasalahan yang dikaji itu berbeda 
dengan apa yang akan penyusun bahas, sehingga penelitian ini tidak lagi 
tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan 
tujuan tertentu, terencana dan sistematis yang dimaksudkan untuk 
mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.29 Jika 
dilihat dari jenisnya atau data primernya maka penelitian mengenai 
transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan adalah jenis 
penelitian lapangan (field research), yaitu dilakukan dengan cara 
terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi. 
                                                          
29
 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 
hlm. 10. 
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Karena penelitian ini termasuk penelitian lapangan, maka 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode deskriptif analitis. Deskritif yaitu 
menggambarkan suatu gejala atau fakta yang bertujuan untuk 
memberikan data-data yang jelas tentang fakta-fakta tersebut.30 
Sedangkan Analitis yaitu proses pencarian dan penyusunan 
secara sistematis terhadap transkripsi wawancara, catatan lapangan, 
dan bahan lain yang telah dikumpulkan yang memungkinkan peneliti 
menghadirkan temuan. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan digunakan penulis untuk 
memperoleh data yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari 
sumber utama yaitu dengan wawancara maupun observasi dengan 
para pedagang pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. 
b. Sumber Data sekunder 
Merupakan sejumlah data atau keterangan yang diperoleh 
secara tidak langsung, yakni berasal dari buku-buku, majalah-
majalah, literature, tulisan-tulisan ilmiah serta bahan-bahan lain 
yang ada korelasinya dengan obyek penelitian. 
                                                          
30
 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1980), 
hlm. 10. 
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3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Pasar Notoharjo Semanggi, 
kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dimana mayoritas 
pedagang di Pasar Notoharjo adalah seorang Muslim. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 
yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas, peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah suatu interaksi yang di dalamnya 
terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, 
kepercayaan, motif, dan informasi.31 Adapun dalam penelitian ini 
peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang 
berkaitan dengan transaksi jual beli pakaian bekas secara borongan 
yakni pihak penjual atau pedagang yang telah ditunjuk. 
b. Dokumentasi 
Mencari bahan-bahan literature atau dokumen-dokumen 
yang bermanfaat terkait dengan Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. 
 
 
 
                                                          
31
 Haris, Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai 
Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 
30.  
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4. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, 
maka dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti 
untuk menganalisis data-data yang diperoleh dilakukan secara 
kualitatif dengan metode deduktif, yaitu untuk menganalisa data yang 
bersifat khusus dari kejadian-kejadian, kemudian dari fakta-fakta 
tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk pembahasan masalah di atas agar lebih lanjut dan terarah, 
maka untuk lebih jelasnya penulis membagi menjadi beberapa bab sebagai 
berikut: 
Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II, memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun 
dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip mua’amalah 
serta hikmah jual beli. 
Bab III, laporan hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli 
pakaian bekas. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok 
bahasan. Pertama, menjelaskan gambaran umum Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta. Kedua, mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas 
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secara borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. Ketiga, 
kelebihan dan kekurangan dari jual beli pakaian bekas secara borongan di 
Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. 
Bab IV, berisi analisis dan pembahasan terkait yang sudah 
dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab pokok 
permasalahan pada penelitian, yaitu: analisis prinsip mu’amalah dalam 
jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta. 
Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran. 
Kemudian juga dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 
berkenaan dengan penelitian. 
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BAB II 
KONSEP PRINSIP MU’AMALAH DAN JUAL BELI 
 
A. Prinsip-prinsip Mu’amalah 
1. Mu’amalah Dilakukan atas Dasar Kerelaan 
Berbagai penjelasan tentang jual beli dimaksudkan agar dalam 
aktivitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip mu‟amalah. Adapun 
prinsip-prinsip mu‟amalah dalam Islam salah satu diantaranya yaitu 
prinsip suka sama suka („an tarādhin). Prinsip ini menunjukkan bahwa 
segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan 
dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan paktik-praktik lain 
yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam 
transaksi ekonomi.  
Selaras dengan pendapat Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya al-
Fiqh al-Islami wa Adillatuh, bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan 
Islam mengenai perdagangan adalah „an-tarādhin (suka sama suka) hal itu 
sebagaimana dengan firman Allah:1 
 ًَةراَِتِ َنْوُكَت ْنَأ َّلاِأ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأاْوُلُكْأَتلا اْو ُنََما َنْيِذَّلا َاهَُّيَأاي ْمُكْن ِّم ٍضَار َت ْنَع
: ءاسنلا( ٢۹)  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 
sesamamu seacar batil, kecuali bila berlaku dalam tijarah atas dasar suka 
sama suka.2 
 
 
                                                          
1
 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179. 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. 
ALWAAH, 1993), hlm. 122.  
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Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada 
dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual 
dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam. Saling rela 
(suka sama suka) merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi 
jual beli, baik penjual, pembeli, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual 
dan pembeli harus sehat akal dan baligh.3  
Jadi jelas bahwa dalam pelaksanaan jual beli tidak boleh ada unsur 
keterpaksaan atau disisi lain pedagang merasa dirugikan, maka diantara 
kedua belah pihak harus sama-sama merasa untung dan didasari atas 
kerelaan atau suka sama suka. 
 
2. Aspek Takaran Timbangan 
Prinsip dasar kedua yang telah ditetapkan Islam mengenai 
perdagangan adalah takaran dan timbangan yang benar. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily, dengan alasan bahwa dalam 
perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-
benar harus diutamakan dan diperhatikan. Padahal Islam sendiri juga telah 
meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan 
ukuran yang benar.4 
 
 
 
                                                          
3
  Idri, Hadis Ekonomi…, hlm 179. 
4
 Ibid. 
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Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mutaffifin ayat 1-7: 
 َنْيِذَّلا . َْيِْفَّفَطُمِْلل ٌلْيَوٳ َو .َنْو ُفْو َتْسَي ِساَّنلا ىَلَع اْوُلاَتْكا اَذٳ ْمُىاْوُلاَك اَذ   ْمُىْو ُنَزَوَْوأ
 ِمَلاَعْلا ِّبَرِل ُساَّنلا ُمْوُق َي َمْو َي .ٍمْيِظَع ٍمْو َِيل .َنْو ُثْوٌع ْ بَم ْمُهَّ َنأ َكَِئلُوأ ُّنُضَي َلاَأ .َنْوُرِسُْيِ َّاَك . َْيْ
ٳ . ٍْيْ َّجِس ْيِفَل ِراَّجُفْلا َب اَتِك َّن  
Artinya: 
Kecelakaan besarlah bagi orang-oarng yang curang, (yaitu) orang-orang 
yang apabila menenrima takaran dari orang lain mereka meminta 
dipenuhi. Dan apabila menakar atau mneimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang benar, (yaitu)hari ketika 
manusia berdiri mengharap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan 
curang, Karena sesungguhnya kiab orang durhaka tersimpan dalam sijjin. 
 
Dalam berjual beli, pembeli dan penjual juga harus mencerminkan 
iktikad baik. Islam tidak hanya menginginkan agar memberikan timbangan 
dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam 
trasnsaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai 
masalah ini terdapat perintah dalam Al-Qur‟an untuk membina hubungan 
baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena 
yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya 
keragu-raguan.5 
 
3. Aspek Manfaat Madharat  
Secara tidak langsung agama Islam memperingatkan bahwa suatu 
bentuk mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan 
akibat bahwa segala bentuk mu‟amalah yang merusak kehidupan 
                                                          
5
 Idri, Hadis…, hlm. 180. 
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masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika, ganja dan 
perjudian. 
Menurut K.H Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Asas-asas 
Hukum Muamalat” dijelaskan bahwa dalam Hukum muamalat Islam 
mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:6 
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan oleh Al-Qur‟an dan sunah Rasul. 
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-
unsur paksaan. 
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 
dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. 
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan 
kesempatan dalam kesempitan. 
Selain prinsip yang disebutkan di atas, agama Islam juga 
menganjurkan agar dalam bermuamalah memerhatikan prinsip maṣlaḥah. 
Maṣlaḥah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum tertentu yang 
membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam 
rangka mencapai tujuan syara‟, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta 
benda, dan keturunan. Prinsip maṣlaḥah. merupakan hal yang paling 
esensial dalam mu‟amalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak 
                                                          
6
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 
2004), hlm. 15-16. 
28 
 
mendatangkan maṣlaḥah kepada masyarakat harus ditinggalkan kerena 
tidak sesuai dengan syariat Islam.
7
 
4. Aspek Motivasi Bisnis 
Motivasi dan niat dapat memengaruhi status suatu perbuatan. 
Seseorang yang bekerja dengan rajin dari pagi sampai malam dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, termotivasi oleh kebutuhanya 
untuk memperoleh gaji atau laba dari bisnisnya. Ketika seseorang 
termotivasi untuk bekerja, maka pada saat itu ia berniat untuk 
melakukannya. Sebaliknya, ketika ia berniat untuk bekerja maka muncul 
motivasi untuk melakukannya. Baik niat maupun motivasi dapat 
memengaruhi keberadaan dan kualitas suatu perbuatan.8 
Dalam melakukan transaksi bisnis, misalnya, hendaklah seseorang 
mulai dengan niat yang baik. Apabila niat itu selaras dengan aturan Allah 
atas transaksi bisnis atau ekonomi, maka perbuatan   tersebut menjadi sah. 
Namun jika niat itu tidak selaras dengan aturan Allah, maka perbuatan 
tersebut tidak sah. Niat dan motivsi menentukan sifat dasar yang 
sebenarnya dari suatu transaksi, di samping menentukan status hukum 
dalam sah atau tidak sahnya suatu perbuatan.9 
Dalam prinsip ini agama Islam memperingatkan supaya kebebasan 
kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya. 
Seseorang membeli suatu barang akhirnya merasa tertipu. Barang yang 
                                                          
7
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9. 
8
 Idri, Hadis Ekonomi…, hlm. 38. 
9
 Ibid., hlm. 39. 
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dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu 
memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkannya.10 
Segala bentuk mu‟amalat yang mengundang unsur penindasan 
pada dasarnya tidak dibenarkan. Misalnya, berjual beli barang jauh di 
bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk 
menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, 
menjual barang jauh di atas harga semestinya karena pembelinya amat 
membutuhkan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 
primer. 
Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan 
dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. 
Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat 
dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-
bangsa berada di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam 
Al Qur‟an dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu, 
memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan itikad baik dalam 
transaksi bisnis. 
Dari pengamatan yang diteliti diketahui bahwa hubungan buruk 
dalam bisnis ini terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat 
menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. 
Mengenai masalah ini, terdapat perintah jelas dalam kitab suci Al Qur‟an 
untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus 
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 Idri, Hadis Ekonomi…, hlm. 40. 
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dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena 
“yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan 
persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.” (Q.S, 
Al Baqarah, 2: 282-283). Tulisan tersebut harus menguraikan syarat-syarat 
yang disetujui dengan jujur, dan sebagai tindakan pencegahan akan adanya 
kemungkinan yang buruk.11 
Dari analisis di atas jelas bahwa perdagangan dan perniagaan 
dalam Islam secara pokok berbeda dengan pengertian modern tentang 
perdagangan dan perniagaan. Perdagangan dan perniagaan dalam Islam 
dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan 
perniagaan modern, tidak demikian. Karena itu, semua transaksi bisnis 
yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Dan Negara 
Islam punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau 
praktek apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau 
penderitaan rakyat miskin.12 
Prinsip-prinsip di atas harus pula ditampilkan dalam akhlak dan 
perilaku para pelakunya. Akhlak tersebut antara lain tercermin pada 
“SIFAT” (singkatan dari Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah, Tablig) 
yang antara lain sebagai berikut:13 
1. Shiddiq artinya mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, 
keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar 
                                                          
11
 M. Abdul Mannan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana 
Bhakti Prima Yasa, 1997). hlm. 289. 
12
 Ibid, 
13
 Didin, Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 
35-38. 
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berdasarkan ajaran Islam. Selain itu Allah juga memerintahkan kepada 
orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat shiddiq dan 
menciptakan lingkungan yang shiddiq. 
2. Istiqamah, artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik, me 
skipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqamah dalam 
kebaikan ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran serta keuletan 
sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. 
3. Fathanah mempunyai arti mengerti, memahami, dan menghayati 
secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat 
ini akan menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan melakukan 
berbagai macam inovasi yang bermanfaat. 
4. Amanah, mempunyai arti bertanggung jawab dalam melaksanakan 
setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, 
kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam 
segala hal. Terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepada 
masyarakat. 
5. Tablig, yang artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada 
pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Dengan demikian secara garis besar, prinsip-prinsip mua‟amalah 
dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1. Mu‟amalah dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. 
2. Nilai takaran dan timbangan harus tepat dan benar. 
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3. Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 
dan menghindari madharat. 
4. Mu‟amalah dilakukan atas dasar motivasi bisnis. 
 
B. Pengertian Jual Beli 
Menurut Siah Khosyi‟ah dalam bukunya “Fiqh Muamalah 
Perbandingan” yang dimaksud dengan jual beli adalah mempertukarkan 
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya 
ialah mempertukarkan harta benda dengan harta benda, termasuk juga 
mempertukarkan benda dengan mata uang. Salah satu dari benda yang 
dipertukarkan disebut dengan dagangan (mabi‟) sedangkan pertukaran 
yang lain disebut saman.14 
Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan 
“beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan al-bai‟ dan al-
syira‟. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al-
Qur‟an, kedua kata itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna 
bersamaan. Terkadang dalam al-Qur‟an hanya menyebut al-bai‟ saja, dan 
di tempat lain menyebut al-syira‟ saja. Namun penyebutan secara masing-
masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjualan pasti 
ada pembelian, demikian sebaliknya. 
Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh  disebut al-bai‟ yang 
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily 
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 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2014), hlm. 45. 
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mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu 
yang lain”. Kata al-bai‟ dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yaitu kata al-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti 
jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.15 
Secara terminologi, jual beli mempunyai makna yang luas. Segala 
bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau 
asset kepada orang lain termasuk juga dalam lingkup pengertian jual beli. 
Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda 
dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta ( ُلاَم) yaitu barang yang 
berharga atau bernilai termasuk juga dengan mata uang.16 
Menurut Dr. H. Rachmat Syafe‟i dalam bukunya “Fiqh 
Muamalah”, secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam 
mendefinisikan jual beli, diantaranya adalah:
17
 
1. Menurut Ulama Hanfiah: jual beli adalah pertukaran harta (benda) 
dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). 
بم لام ةل دابم ووخص وهو ىلع لا  
Artinya: 
Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus 
(yang dibolehkan). 
 
2. Menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan jual 
beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. 
اكيلتم لابم لام ةلب اقم 
Artinya: 
Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. 
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 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat. (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm.67. 
16
 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah..., hlm. 45. 
17
 Rachmat Syafe‟i, M.A,  Fiqh Mu‟amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 
hlm. 73-74. 
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3. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni, yang dimaksud 
dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling 
menjadi milik. 
  اكلتم و اكيلتم لالمااب لالما ةل دابم  
Artinya: 
Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik. 
Secara terminologi, sebenarnya terdapat beberapa definisi jual beli 
yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan 
masing-asing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli 
dengan: 
 ٍلَابم ٍلاَم ُةَلَداَبُما ِوْهَوْلا ىَلَع ٍضَوِِعب ٍكْلِم ُلْق َن َْوا ىِضاَرَّ تلا ِلْيِبَس ىَلَع ِوْيِف ِنْوُذْأَمْل   
Artinya: 
Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling 
merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan.18 
 
Dalam definisi jual beli yang dikemukakan Sayyid Sabiq di atas, 
terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” 
(al-ma‟dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala 
yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan dengan yang bukan 
milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan 
dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat 
dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat 
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 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah..., hlm. 67. 
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dibenarkan (al-ma‟dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang 
terlarang.19 
 Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli 
merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 
nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dimana salah satu pihak 
menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan 
kesepakatan atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara‟. 
 Dengan demikian, berdasarkan pengertian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa jual beli borongan ialah proses tukar menukar barang 
dengan harta (benda) dalam jumlah yang besar tanpa melalui proses 
takaran atau timbangan, melainkan hanya melalui sistem taksiran.   
 
C. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat 
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur‟an dan sunnah 
Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah 
saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain: 
 َو : ةرقبلا( َمَّرَحو َعْي َبْلا ُّللّا َّلَحَأ۲٥٧)  
Artinya: 
Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”20 
 
 
Rasulullah SAW. bersabda: 
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 Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh…, hlm. 67 
20
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Alwaah, 
1993), hlm. 69. 
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 ْنَع َاِفر َع ُلَمَع( :َلَاق ؟ُبَيَْطا ِبْسَكْلا ُّيَا : َلِعُس ْملَسَو ِوْيَلَع ُ َّللّا ىَّلَص ٍبَِّنلا ََّنا ٍعِفَار ْنِب َة
لا ُمِكَاْلْا ُوَحَّحَصَوُراَّز َبْلا ُهاَوَر .)ٍرْوُر ْ بَم ٍعْي َب ُّلَُكو ,هِدَِيب ِلُهَّر.  
Artinya: 
Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ bahwasanya Nabi saw. Ditanya: “Apa pencarian 
yang lebih baik?”. Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan 
tiap-tiap jual beli yang bersih”.(Diriwayatkan oleh Bazzar dan dishahkan 
oleh Hakim).21 
 
Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam 
aktivitas jual beli, salah satunya adalah jual beli dengan penipuan. 
Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli 
yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena 
haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan 
adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa 
diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual 
beli burung yang masih terbang di angkasa maupun jual beli binatang yang 
masih dalam kandungan induknya. Jual beli yang dilakukan dengan 
penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang mabrur (baik) sebagaimana 
dijelaskan dalam hadist di atas, tetapi merupakan jual beli yang dilarang.22 
Adapun yang dimaksud dengan jual beli mabrur adalah jual beli 
yang berlangsung antara barang-barang yang halal, yang jauh dari perkara-
perkara haram dan tidak termasuk salah satu macam akad yang tidak jelas 
mengenai spekulasi harga atau barang, sebagaimana halnya jual beli 
mabrur, menjauhi cara usaha kotor seperti perjudian, undian, dan yang 
lainnya. 
                                                          
21
 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram; Ibnu Hajar Al-„Asqalani, (Bandung: 
CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 341. 
22
 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 159. 
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Dari kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dan sabda Rasul diatas, para 
ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah 
(boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-
Syatibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. 
 Allah SWT 
 ٍضَار َت ْنَعًَةراَِتِ َنْوُكَت ْنَأ َّلاِأ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأاْوُلُكْأَتلا اْو ُنََما َنْيِذَّلا َاهَُّيَأاي ْمُكْن ِّم 
: ءاسنلا( ٢۹)  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku suka sama suka diantara kamu!23 
 
Dan juga dalam surah Al-Baqarah 282: 
اَذِأ اْوُدِهْشَأَو  ْمُتْع َي اَب َت  
Artinya: 
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.24 
 
Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekalipun ayat 
tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak 
memberikan faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat 
pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua menetapkan 
larangan bagi manusia memakan harta milik orang lain secara batil, dan 
ayat ketiga ditetapkan untuk memberikan perhatian kepada manusia dalam 
mengadukan perkara di muka hakim dan memberikan putusan atau vonis 
tentang pertengkaran karena adanya saksi ketika jual beli terjadi.25 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. 
ALWAAH, 1993), hlm. 122. 
24
 Departemen Agama RI Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, 1992), hlm. 78. 
25
 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah…, hlm. 68. 
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Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 
yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang 
sesuai.26 
 
D. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Pada dasarnya jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam 
menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat dikalangan para 
ulama. 
Menurut Rachmad Syafe‟i dalam bukunya “Fiqh Mu‟amalah”, 
adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terbagi menjadi empat, 
diantaranya adalah: 
1. Ba‟i (penjual) 
2. Musytari (pembeli) 
3. Sighat (ijab dan qabul) 
4. Ma‟qud ‟alaih (benda atau barang). 
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 Rachmat Syafe‟i, Fiqh…, hlm. 75. 
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Disamping rukun, tedapat pula syarat-syarat jual beli yaitu sesuatu 
yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Menurut jumhur ulama syarat-
syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:27 
Pertama, syarat-syarat orang yang berakad, yaitu penjual dan 
pembeli. Baik penjual dan pembeli diharuskan memenuhi syarat tertentu 
sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Syarat-syarat itu adalah: 
(a) Berakal („aqil) dan dapat membedakan (tamyiz). Oleh sebab itu, jual 
beli orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat 
membedakan atau mumayyiz tidak sah. (b) Orang yang berakad harus 
cakap dalam bertindak hukum.28 
Menurut Drs. H. Ibnu Mas‟ud dan Drs.H. Zainal Abidin dalam 
bukunya “Fiqih Madzhab Syafi‟i” bagi orang yang berakad, diperlukan 
beberapa syarat diantaranya:
29
 
1. Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. 
Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang yang bodoh, 
sebab mereka bukan ahli tasharruf (pandai mengendalikan harta). Oleh 
sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh 
diserahkan kepadanya. 
Allah swt. berfirman dalam surah an-Nisa ayat 5: 
  يِق ْمُكَل ُّللّا َلَعَه ِْتَِّلا ُمُكَلَوَْماَءآَهَفُّسلا اْو ُتْؤ ُت َلاَو :ءاسنلا( ...اًم٧)  
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 Idri, Hadis…, hlm. 173.  
28
 Ibid. 
29
 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi‟I, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2007), cet. II, hlm. 28. 
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Artinya: 
Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh 
(belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam 
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.30 
 
Sehingga dalam hal ini harta benda tidak boleh diserahkan 
kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti 
bahwa orang yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh 
melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul).31 
2. Beragama Islam 
Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk 
penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah 
walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Qur‟an atau kitab-kitab 
hadis Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama 
Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan 
merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin, sebab mereka 
berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah 
melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir 
untuk menghina mereka.32 
 Firman Allah surah an-Nisa ayat 141: 
 ُ ّللّا َلَعَْيَ ْنَلَو  كِْلل  ُمْلا ىَلَع َنْي ِرِف :ءاسنلا( .ًاْيِبَس َْيِْنِمْؤ١٤١)  
 
Artinya: 
Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk 
memusnahkan orang-orang yang beriman.33 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. 
ALWAAH, 1993), hlm. 84. 
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 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqih…, hlm. 28. 
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 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 29. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an…, hlm. 433. 
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Kedua, syarat-syarat barang atau objek jual beli (ma‟qud „alaih). 
Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:34 
a. Barang tersebut harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak 
ada atau belum ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Nabi: 
)ُِىراَخُبْلا ُهاَوَر( َكَدْنِع َسَْيلاَم ِعْب ََتلا.  
Artinya: 
Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (H.R. al-Bukhari) 
b. Benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau milik orang lain 
yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan bukan miliknya 
sendiri, menurut maazhab Syafi‟i, Maliki, dan Hambali, jual beli 
tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin pemiliknya. 
Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli 
dianggap tidak sah. 
c. Barang yang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu 
yang telah disepakati bersama. Ketika transaksi berlangsung, 
kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada 
kesulitan. Misalnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam dan ikan 
tersebut bisa dilihat, dan air kolam itu tidak bertemu dengan air sungai 
atau air laut, maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan.dan 
jual beli yang mengandung unsur penipuan dilarang dalam Islam. 
Ketentuan ini berdasarkan pada Hadis Nabi: 
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 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
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 ِعْي َب ْنَعَو ِةاَوَْلْ ِعْي َب ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُ َّللّا ىَّلَص َِّللّا ُلْوُسَر ىَه َن َلَاق ََةر ْي َرُى ِبَِا ْنَع
 ْلا ٌمِلْسُم ُهاَوَر( ِرَرَغ)  
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah saw melarang jual beli 
dengan lemparan batu (kerikil) dan jual beli gharar. (H.R. Muslim) 
 
d. Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui 
disini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda 
tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut Mazhab 
Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan 
menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri. Ketentuan ini 
terdapat dalam hadis: 
 َّللّا َيِضَر ْساَّبَع ِنْبا ِنَع  ََ ََّّ َ ََ  ِ ْ َََّع َّللّا  ََّّ َ   ِيبَّْنا ََ َ َ  َلاَ  ا ََ ُ ْْ َع 
اِب َنُْوفَُِّْسي َْ ُه ََ  ُةَْْي َِ ََ َْنا ٍءْيَش ِْيف َفََّ َْ َا ْنَم َلاَقَف  ِث َلاَّثن ََ  ِنْ َ َتَّْسنا ِر ََ َّثن
 ُم ُها ََ َر( ٍَ َُّْعَم ٍلََجا  َنِا ٍَ ُْوَّْعَم ٍنْز ََ ََ  ٍَ ُْوَّْعَم ٍلْ َك ِْيف)ٌَ َِّْس  
Artinya: 
Diriwayatkan dari ibn Abbas r.a., ia berkata: Nabi SAW datang ke 
Madinah di mana masyarakatnya melakukan transaksi salam 
(memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi 
bersabda,“Barangsiapa yang melakukan akad salam terhadap 
sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan 
yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas. (H.R. Muslim) 
 
e. Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah 
memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang 
najis. Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk 
dimanfaatkan. 
Sebagaimana dalam surah al-a‟raf ayat 157: 
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 َثِئ اََبْلْا ْمِهْيَلَع ُِمّرَُيَُو ِت اَبِّيَّطلا ُْمَلَ ُّلُِيَُو.  
Artinya: 
Dan Allah mneghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan 
mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. 
 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagian Keenam Pasal 
76 tentang objek ba‟i, terdapat beberapa syarat obyek yang 
diperjualbelikan, diantaranya:35 
a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada. 
b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. 
c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai 
atau harga tertentu. 
d.  Barang yang dijualbelikan harus halal. 
e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui. 
f. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang 
dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli. 
g. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak 
memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.  
Ketiga, syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Agar ijab dan 
qabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus 
memenuhi beberapa syarat berikut: (a) Tujuan pernyataan itu jelas, 
sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, 
karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. (b) 
                                                          
35
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI 
No. 2 Tahun 2008, Jakarta: mb.dusain, 2013), hlm, 30-31. 
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Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian, misalnya penjual mengatakan 
“Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,00,” lalu pembeli menjawab “Saya 
beli dengan harga Rp. 15.000,00.” (c) Pernyataan ijab dan qabul itu 
mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak 
ragu-ragu.36 
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan  ijab dan 
qabul, yaitu: Dengan ucapan dan dalam hal ini tidak disyaratkan untuk 
menyebutkan barang yang dijadikan objek transaksi kecuali dalam akad 
pernikahan. (b) Dengan tulisan, yang dilakukan oleh orang yang bisa 
bicara atau tidak. Boleh melakukan akad dengan cara tulisan, dengan 
syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh 
keduanya. (c) Dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan 
yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya, 
penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. (d) Dengan 
isyarat. Pernyataan ijab dan qabul dengan isyarat ini hanya boleh 
dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat berbicara (bisu). Akan tetapi, 
jika mereka (orang-orang bisu) dapat menulis, maka sebaiknya mereka 
menyatakan ijab dan qabul melalui tulisan.37 
Seperti halnya dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli 
terhadap barang-barang yang berharga, maka ijab dan qabulnya 
diwujudkan dalam bentuk akta jual beli secara tertulis, antara lain seperti 
yang dibuat oleh Kantor Notaris dalam bentuk akta jual beli di atas kertas 
                                                          
36
 Idri, Hadis…, hlm. 175 
37
 Ibid. 
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bermaterai. Dengan bentuk yang seperti itu, maka akta jual beli tersebut 
mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, sehingga kalau dikemudian 
hari terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan di depan pengadilan.38 
Keempat, syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang). 
Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang 
yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqh 
mengemukakan syarat-syarat dari nilai tukar sebagai berikut:39 
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, seklaipun secara hukum seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 
dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. 
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 
(al-muqayyaḍah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang 
yang diharamkan oleh syara‟, seperti babi dan khamar, karena kedua 
jenis benda ini tidak bernilai menurut syara‟.40 
 
E. Macam-Macam Jual Beli 
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam41: 
a. Jual beli salam (pesanan) 
                                                          
38
 Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 
hlm. 373. 
39
 Idri, Hadis…, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 176. 
40
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat…, hlm.76-77.  
41
 Rachmat Syafe‟i dkk, Fiqh…, hlm. 101. 
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Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli 
dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 
barangnya diantar belakangan. 
b. Jual beli muqayyaḍah (barter) 
Jual beli muqayyaḍah adalah jual beli dengan cara menukar barang 
dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
c. Jual beli muthlaq 
Jual-beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
dissepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar 
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang 
yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar 
lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. 
Sedangkan jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, 
jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang 
tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah 
tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, 
tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. 
1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual 
beli yang termasuk dalam kategori ini diantaranya: 
a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh 
diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram 
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juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan 
khamar (minuman yang memabukkan). 
b. Jual beli yang belum jelas 
Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram 
untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, 
baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-
samar adalah tidak jelas, baik barangnya,harganya, kadarnya, masa 
pembayarannya, maupun ketidakjelasan  yang lainnya. 
c. Jual beli muḥaqalah, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih 
di sawah atau di lading. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini 
masih samar-samar (tidak jelas) dan menandung tipuan. 
d. Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih 
hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang 
masih hijau, manga yang masih kecil-kecil . hal ini dilarang agama 
karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah 
jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh 
pembelinya. 
2. Jual beli terlarang karena adanya faktor lain yang merugikan pihak-pihak 
terkait. 
a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar 
Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas 
suatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, 
sebelum penawar pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi 
saw.: 
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 َلْوُسَر َّنَأ ََةر ْيَرُى ِبَِأ ْنَع ْمُكُضُع َب ْعَِبَيلا :َلَاق ملسو ويلع ّللّا ىلص َِّللّا
ويلع قفتم( ٍضَب ِعْي َب ىَلَع)  
Artinya: 
Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah menjual 
sesuatu yang telah dibeli orang lain”. (Muttafaq „alaih). 
 
b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. 
Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke 
pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia 
kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. 
Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang 
belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena 
dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: 
  ََتأ اَذَِاف ُوْنِم ىَر َتْش َاف ُها َّقَل َت ْنَمَف َبََلْلْا اُوَّقَل َت َلا ِراَِيْلِْاب َوُه َف َقْوُّسلا ُهُدِّيَس ى
ملسم هاور()  
Artinya: 
Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. 
Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya, lalu 
yang punya barang datang ke pasar, maka dia mempunyai hak 
khiyar. (HR. Muslim) 
 
c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian 
akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. 
Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli 
disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat 
harga masih standar. 
Rasulullah saw. Bersabda: 
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 ُرِكَتَْيَُلاٳ.)ملسم هاور( ٌئِط اَخ َّلا  
Artinya: 
Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang 
berbuat salah. (HR. Muslim). 
 
d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu 
bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah 
bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli 
semacam ini dilarang. Nabi saw. Bersabda: 
 ِنَم  ِفِ َكَر َتْش اِدَق َف ٌةَِقرَس اَهَّ َنأ ُمَلْع َي َوُىَو ًةَِقرَس ىَر َتْشٳ ِْث َاِىراَعَو اَه  
ىقهيبلا هاور()  
Artinya: 
Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu 
bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan 
kejelekannya. (HR. Baihaqi) 
 
F. Hikmah Jual Beli 
Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai sebagai pemberian 
keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua 
manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, 
dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih 
hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu 
manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, 
tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, 
dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia 
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memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing.42 
Dalam hal ini hikmah dari jual beli ialah memberitahukan adanya 
tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-
menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan 
bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya, 
seseorang dapat bercocok tanam yang telah diilhamkan oleh Allah 
kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang 
tidak sanggup untuk menanamnya, tetapi ia mampu menyerahkan uang 
pembeliannya.43 
Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam 
beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat 
memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk kemudian  
dapat dijual kepada orang banyak.44 Karena berjualan dan berbelanja 
adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan 
sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.45 
Dengan demikian nampak jelas bahwa jual beli itu disyariatkan 
oleh agama Islam sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu peraturan 
hukum disyariatkan oleh Allah kepada manusia pasti mengandung hikmah 
dan manfaat. 
                                                          
42
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh…, hlm. 89. 
43
 Siah Khosyi‟ah. Fiqh Muamalah…, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 
71. 
44
 Ibid.,  hlm. 72.  
45
 Ibid. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRINSIP MU’AMALAH DALAM TRANSAKSI JUAL 
BELI PAKAIAN BEKAS SECARA BORONGAN DI PASAR 
NOTOHARJO SEMANGGI SURAKARTA 
 
A. Gambaran Umum Pasar Notoharjo Semanggi 
Kelurahan Semanggi merupakan salah satu bagian dari Kecamatan 
Pasar Kliwon Kota Surakarta yang terletak di Jalan Serayu VII No. 4 yang 
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara: Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 
Surakarta 
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo  
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo  
4. Sebelah Barat : Kelurahan Joyosuran dan Kelurahan Pasarkliwon  
Luas Wilayah 166.82 ha merupakan dataran rendah, dengan 
ketinggian ± 92 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 19-35˚C, 
Jarak Kelurahan Semanggi ke pusat Pemerintahan Kecamatan ± 900 m, 
Jarak Kelurahan Semanggi ke pusat Pemerintahan Kota ± 3 km Jarak 
Kelurahan Semanggi ke pusat Pemerintahan Provinsi ± 105 km. 
Selain letak Kelurahan Semanggi yang strategis yaitu di dekat 
kantor Kelurahan Semanggi/balai masyarakat yang menjadikan hubungan 
sosial pemerintah dengan masyarakat sangat baik, di Kelurahan Semanggi  
juga masih terdapat pengrajin yang masih bertahan untuk tetap 
berkecimpung di bidang kerajinan khas Solo. 
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Sekitar kawasan Pasar Kliwon Semanggi juga terdapat Pasar 
barang-barang bekas yang saat ini berkembang dan menjadi pusat 
perhatian di kalangan masyarakat, yakni Pasar Notoharjo. Pasar Notoharjo 
merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Solo yang khusus menjual 
beraneka barang bekas atau yang sering disebut Klitikan.  
Pasar Klitikan Notoharjo yang berada di kawasan Silir, Semanggi, 
Kecamatan Pasar Kliwon ini sebelumnya merupakan kawasan prostitusi di 
Kota Solo. Pada masa Walikota Imam Sutopo (tahun 1998), lokalisasi Silir 
ditutup dan akhirnya menjadi Pasar Ayam dan Pasar Besi Bekas. 
Sebelum Pasar Notaharjo dibangun, tepatnya tahun 2006, 
pedagang yang berada di Pasar Notoharjo Semanggi adalah pedagang kaki 
lima (PKL) yang awalnya berada di kompleks Monumen Banjarsari Solo. 
Pemindahan para pedagang ini dilakukan akibat beberapa faktor, 
diantaranya desakan dari masyarakat sekitar yang mulai terganggu dengan 
adanya pedagang kaki lima (PKL) dan juga secara tata ruang kota, 
kompleks Monumen Banjarsari menjadi ruang terbuka yang bebas dari 
aktivitas perdagangan.1 
Monumen Banjarsari merupakan taman Kota yang didalamnya 
terdapat monument dengan patung dan ornament yang menggambarkan 
perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Monumen ini 
seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk mengenang jasa pahlawan 
                                                          
1
 Sumadi, Kepala Pasar Notoharjo, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, jam 
10.00-11.00 WIB. 
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terdahulu, namun kondisi masyarakat sekitar memaksa perubahan fungsi 
monumen menjadi tempat berjualan Pedagang Kaki Lima.  
Berdasarkan pertemuan yang dilakukan oleh Walikota Solo yang 
saat itu dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, dengan Pedagang Kaki Lima 
Banjarsari, terbilang tidak mudah. Walikota harus melakukan pendekatan 
dengan para pedagang selama kurang lebih 4 bulan atau sebanyak 55 kali 
pertemuan. Sampai pada akhirnya Pedagang Kaki Lima pun luluh dan 
bersedia di pindah ke lokasi yang baru. Namun saat itu Pasar Notoharjo 
belum bisa ditempati dan baru selesai dibangun pada tahun 2007.2 
Dengan pendekatan yang baik kepada para pedagang kaki lima, 
akhirnya Pemerintah Kota Surakarta dapat meminimalisir gejolak sosial 
pada proses pemindahan para pedagang ketempat yang baru, yaitu di 
daerah Semanggi. Dengan pemindahan lokasi berarti memulai dari awal 
lagi membangun kegiatan perdagangan yang ada. Awal pemindahan para 
pedagang kaki lima ke Pasar Notoharjo kondisinya masih sepi 
pengunjung, dikarenakan masyarakat banyak yang belum mengetahui 
keberadaan Pasar Klitikan Notoharjo. 
Setelah Pedagang Kaki Lima Banjarsari dipindahkan ke Pasar 
Notoharjo Semanggi, para pedagang kaki lima tidak dipungut biaya 
apapun dari Pemerintah,dan tidak diminta uang retribusi selama setengah 
tahun. Seiring berjalannya waktu, Pasar Notoharjo menjadi semakin 
berkembang dan dipenuhi banyak pedagang dengan jenis dagangan yang 
                                                          
2
 Sumadi, Kepala Pasar Notoharjo, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, jam 
10.00-11.00 WIB. 
54 
 
bermacam-macam. Untuk pedagang yang kiosnya mengunakan listrik, 
pihak pengelola pasar menarik uang retribusi sebesar Rp. 4.230,- perhari, 
sedangkan pedagang yang kiosnya tidak menggunakan listrik, hanya 
ditarik retribusi sebesar Rp. 2.460,- perhari.3 
Pasar Notoharjo terletak di bagian timur selatan Kota Surakarta, 
kira-kira  1,5 km kearah timur Pasar Klewer, dekat dengan Pasar Ayam, 
Pasar Kambing, Pasar Besi Tua, Pusat Kesehatan, Sekolah, dan Pasar 
Kliwon. Pasar yang menempati area seluas 17.276 m2 ini juga menjadi 
salah satu tempat favorit wisatawan mancanegara untuk belanja barang-
barang bekas. Pasar Notoharjo memiliki dua lantai dan dibuat berpetak-
petak menjadi kios, dengan jumlah kios 1.018 unit yang luasnya masing-
masing 2x3 meter. Pasar Klitikan Notoharjo terbagi menjadi 3 blok, yang 
bertujuan mempermudah pemetaan pedagang. 
Berikut rincian jumlah pedagang berdasarkan block adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 1. 
 
Sumber : Kantor Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi 
                                                          
3
 Parji, Ketua Paguyuban Pasar Notoharjo, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, 
jam 11.00-13.00 WIB. 
No Block Jumlah Kios 
1 1 396 
2 II 278 
3 III 344 
 Total 1.018 
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Keberadaan Pasar Notoharjo telah membuat wajah baru di daerah 
Semanggi, yang sebelumya tergolong kumuh telah berubah menjadi salah 
satu usaha mikro yang baru. Diperkirakan kondisi Pasar Notoharjo 
semakin lama semakin mengalami kenaikan daya tarik pengunjung. 
Kegiatan sosial ekonomi yang ada di Pasar Notoharjo bisa berpeluang 
meningkat, karena perubahan yang terjadi rata-rata perubahan yang 
semakin baik dan status Pasar Notoharjo yang merupakan pasar hasil 
relokasi juga sudah mengalami perubahan yang baik. 
Pasar Klitikan Notoharjo merupakan salah satu Pasar yang dikelola 
di bawah Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pasar. 
Adapun visi dan misi dari Pasar Notoharjo adalah sebagai berikut: 
VISI: “Terwujudnya citra pasar yang bersih, tertib dan aman bertumpu 
pada perekonomian kota” 
MISI:  
1. Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha 
2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar 
3. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang 
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
Dalam mengkoordinasikan jalannya proses jual beli agar lebih 
terarah, maka terdapat sistem kepengurusan di Pasar Notoharjo Semanggi 
yang mengatur keberadaan para pedagang pasar. Kepengurusan Pasar 
Notoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Pasar (Lurah Pasar) dengan 
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dibantu oleh beberapa koordinator bidang/kepala urusan (Kaur) yang 
terbagi menjadi beberapa bagian. 
Adapun macam-macam kepengurusan Pasar Notoharjo dibagi 
menjadi beberapa bidang diantaranya:4 
1. Bidang Kebersihan 
Yaitu bertanggung jawab dalam masalah kebersihan di Pasar 
Notoharjo Semanggi. Sehingga para pengunjung maupun pedagang 
tetap merasa nyaman ketika berada di Pasar. 
2. Bendahara  
Yaitu yang bertanggung jawab dalam urusan pendataan para pedagang 
dan keuangan Pasar, sekaligus sebagai pemegang kas pasar, termasuk 
uang dari hasil penarikan retribusi para pedagang. 
3. Bidang Retribusi 
Yaitu bertugas dalam mengkoordinir masalah penarikan retribusi pajak 
para pedagang Pasar, baik yang berada di kios maupun los. 
4. Bidang Keamanan Pasar 
Bertugas menjaga dan mengawasi kondisi serta situasi pasar. 
5. Teknisi Listrik 
Bertugas memperbaiki listrik apabila terjadi gangguan atau masalah-
masalah lain yang terkait dengan listrik. 
 
 
                                                          
4
 Sumadi, Kepala Pasar Notoharjo, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, jam 
10.00-11.00 WIB. 
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Adapun skema struktur keorganisasian Pasar Notoharjo adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1. Sri Harjono  1.Budi      1. Fajar Yulianto        1 Manto  
2. Totok Susilo 2. Marsono     2. Anggoro Prihartono   2. Eko  
3. Mulyono  3. Agus Riyadi    3. Wahyu 
4. Bambang   4. Agung Wiryanto    4. Slamet Riyadi 
5. M. Lulut  5. Wahyu Joko Marsono 
6. Ngatmi 
 
Sumber: Bagan Struktur Pengurus Pasar Notoharjo 2018 
 
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Secara Borongan di 
Pasar Notoharjo Semanggi 
1. Aspek Kerelaan 
Hubungan interaksi antara sesama manusia tidaklah terbatas, dan 
akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setiap masa dan daerah 
memiliki berbagai bentuk dan model interaksi yang berbeda dengan 
Kepala Pasar 
SUMADI 
Bendahara 
Retno 
Teknisi 
Listrik 
Petugas 
Retribusi 
Keamanan 
Pasar 
Petugas 
Kebersihan 
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bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Tentu saja bukan sikap 
yang bijak apabila hubungan interaksi sesama manusia dikekang dan 
dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah syariat Islam tidak pernah 
membatasi model interaksi sesama mereka. Sebagai salah satu buktinya, 
para ahli fiqh menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi:
5
 
 ِرْحىتلا ىَلَع ُلِْيل ىدلا ُّلُدَي ىتََّح ,ُةَح َابِلأْا ِءاَيْشَلأا فِ ُلْصَلأا  َِي  
Artinya: 
Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang 
menunjukkan akan keharamannya.  
 
Jual beli borongan merupakan salah satu bentuk jual beli yang 
sudah membudaya dikalangan masyarakat, khususnya dalam dunia 
perdagangan. Seperti halnya dalam jual beli pakaian secara borongan yang 
terjadi di Pasar Notoharjo Semanggi, Kota Surakarta. 
Dalam praktiknya, proses jual beli pakaian bekas secara borongan 
di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta melibatkan dua pihak yang saling 
terkait dalam pelaksanaannya yakni pihak pedagang dan pihak supplier. 
Pihak pedagang adalah pihak yang mendapat kiriman pakaian dari 
supplier dalam bentuk karungan yang didapat dari luar kota seperti 
Surabaya, Bandung, Bogor, Jakarta dan kota-kota lainnya. Sedangkan 
pihak supplier adalah pihak yang menyediakan barang dalam jumlah 
banyak untuk dijual ke pedagang Pasar Notoharjo Semanggi salah satunya. 
Jual beli borongan yang ada di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta adalah jual beli yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan para 
                                                          
5
 Muhammad Arifin, Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm. 
49. 
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pedagang. Dalam hal ini khususnya adalah jual beli pakaian bekas secara 
borongan atau karungan. Ada berbagai alasan yang membuat pedagang 
pakaian memilih membeli barang dalam jumlah banyak atau borongan. 
Salah satunya yaitu karena selain menguntungkan dari aspek biaya, 
pedagang juga tidak perlu bersusah payah mengambil barang dagangannya 
dari luar kota, karena pihak supplier yang nantinya bertanggung jawab 
dalam proses pengiriman barang setelah adanya kesepakatan dari kedua 
belah pihak mengenai harga dan jenis barang. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun, 
akhirnya memperoleh informasi tentang pengertian jual beli pakaian 
dengan sistem borongan dari Ibu Windarti salah satu pedagang pakaian 
bekas yang mengatakan bahwa jual beli secara borongan adalah kita 
membeli barang dari orang lain yang dalam hal ini yaitu pihak supplier, 
dalam bentuk karungan sesuai dengan jenis pesanan dimana pihak penjual 
berjanji menyerahkan barang setelah adanya pembayaran secara kontan.6 
Sedangkan menurut Bapak Suparji yang beralamatkan di kampung 
Semanggi, mengatakan bahwa jual beli pakaian bekas secara borongan 
merupakan suatu perjanjian antara pedagang dan supplier dengan cara 
tawar menawar mengenai harga dan barang.  Perjanjian dapat dilakukan 
secara lisan maupun tulisan (dalam bentuk nota pembelian) tanpa 
mengandung unsur-unsur paksaan dan dilakukan atas dasar saling rela.7 
                                                          
6
 Windarti (50 Tahun), Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 23 April 
2018,  jam 11.00-13.00 WIB. 
7
 Suparji (55 Tahun) Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 23 April 
2018,  jam 11.00-13.00 WIB. 
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Allah telah menyebutkan kata jual-beli dalam kitab suci-Nya, Al-
Qur’an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan 
diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu 
mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan 
setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang 
diperbolehkan untuk diperjualbelikan  atas dasar suka sama suka.8 
Makna yang kedua adalah, Allah menghalalkan praktik jual beli 
apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-
apa yang datang dari Allah. Karena pada prinsipnya, semua praktik jual 
beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan)  dua 
orang yang diperbolehkan untuk mengadakan jual beli barang, kecuali jual 
beli yang memang dilarang oleh Rasulullah.9 
 
2. Aspek Takaran Timbangan 
Menurut pengakuan Ibu Tari yang juga salah satu pedagang 
pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta, beliau memahami 
makna dari jual beli pakaian secara borongan ibarat membeli kucing dalam 
karung. Di mana pihak pembeli tidak dapat melihat secara langsung 
                                                          
8
 Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm (terjemahan), (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2013), hlm. 1. 
9
 Imam Syafi’i, Ringkasan…, hlm. 2.  
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kondisi barang yang dibelinya, Sehingga memungkinkan terjadinya cacat 
pada salah satu barang atau lebih.10 
Pedagang yang membeli pakaian bekas dengan cara borongan tidak 
bisa memilih pakaian sendiri, Karena pakaian sudah dikemas dalam 
karung, pedagang hanya bisa memilih jenis isi pakaian yang dibelinya. 
Jika pakaian tersebut terdapat cacat sedikit atau ada yang kualitasnya jelek, 
maka penjual tidak menjelaskan keadaan sebenarnya, Karena biasanya 
penjual mengatakan kondisinya bagus dan baik.  
Cara atau bentuk transaksi jual beli borongan yang dilakukan oleh 
pedagang Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta dengan supplier yang 
berasal dari berbagai Kota, dapat dilakukan melalui beberapa cara sesuai 
dengan kemampuan dan keinginan pembeli, diantaranya: Pertama, 
pedagang datang langsung ke lokasi penyedia pakaian bekas (supplier) 
dan mengatakan keinginanya membeli pakaian per karung dengan isian 
yang diinginkan, sekaligus menanyakan harga per karung pakaian yang 
dipilihnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang baru memulai 
usahanya. 
Kedua, pedagang pasar Notoharjo memesan langsung jenis pakaian 
yang diinginkan dengan cara pesanan via telephone (biasanya konsumen 
yang sudah menjadi langganan), lalu nantinya dikirim ke tempat pedagang 
                                                          
10
 Tari  (48 Tahun), Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 23 April 
2018, jam 11.00-13.00 WIB. 
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di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. Pembayaran dapat dilakukan 
melalui bank yang telah ditentukan.11 
Dalam jual beli pakaian bekas secara borongan, setiap karung 
dapat berisi satu jenis barang seperti jaket parasut tebal, baju kerah 
pendek, celana jeans, kaos oblong, dan sebagainya. Akan tetapi ada juga 
yang isinya lebih dari satu jenis barang. Misalnya, pedagang 
menginginkan satu karung dengan isian jaket kulit tebal dan jaket kulit 
tipis. Tergantung dari permintaan pedagang di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta pada supplier.12 
Pelaksanan jual beli pakaian bekas secara borongan, tidak jauh 
berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Pedagang datang 
dengan menyatakan keinginannya membeli pakaian per karung dengan 
isian yang diinginkan kemudian menanyakan harga per karungnya. Selain 
itu dapat juga memesan melalui telephone, kemudian pembeli membayar 
melalui bank atau ATM dan barang akan dikirim ke tempat pembeli. 
Mengenai masalah akad, dalam jual beli pakaian bekas secara 
borongan maka dapat ditempuh  melalui dua cara; pertama, menggunakan 
sighat secara lisan dalam satu majelis. Kedua, jika transaksi jual beli 
pakaian bekas melalui proses pemesanan telephone, yang tertulis hanya 
nota pembelian saja. Sighat yang dilakukan secara lisan dapat 
menggunakan bahasa apapun, asal dapat dipahami oleh pihak yang 
                                                          
11
 Parji, Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, jam 
11.00-13.00 WIB 
12
 Ibid.  
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bersangkutan. Yang penting jangan sampai menimbulkan persengketaan di 
kemudian hari. 
 
3. Aspek Manfaat Madharat 
Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindarkan mudharat (Jalbu al-mashalih wa dar’u al-
mafashid) atau sering disebut mashlahah (kemaslahatan). Konsekuensi 
dari prinsip ini ialah bahwa segala bentuk mu’amalah  yang dapat merusak 
atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti 
perjudian, penjualan narkotika, prostitusi, dan sebagainya.13 
Pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara borongan yang 
dilakukan oleh pedagang di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta dan 
supplier memang tidak selalu mendatangkan keuntungan. Hal ini 
dikarenakan tidak diketahuinya secara jelas kondisi dari barang yang 
dibeli dalam bentuk karungan. 
Jika diamati, barang bekas memang tidak lepas dari sifat cacat. 
Selain melihat barang yang dijual secara langsung, pedagang juga 
mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan 
kekurangan barang. Karena cacat disini menurut bahasa apa-apa yang 
dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan 
berkurangnya keaslian barang. Bekas disini mempunyai beberapa 
pengertian, yaitu dapat diartikan tanda yang tertinggal atau tersisa 
                                                          
13
 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 31. 
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sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang 
telah rusak, atau yang sudah tidak digunakan lagi.14 
Dalam hal kesepakatan yang telah diambil oleh pedagang pakaian 
bekas dan supplier haruslah berdasarkan pada saling adanya kepercayaan 
dari masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalah (jual 
beli) yakni harus didasarkan atas kerelaan, tanpa mengandung unsur-unsur 
paksaan. Dengan kata lain mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup 
masyarakat. 
 
4. Aspek Motivasi Bisnis 
Sebagaimana diketahui bahwa Allah telah menjadikan manusia 
dengan berbagai naluri, diantaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini 
memberi dorongan kepada manusia  dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya, dan pada dasarnya kebutuhan itu berhubungan dengan urusan 
kemasyarakatan.15 
Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan 
dengan urusan kemasyarakatan, maka manusia harus mengetahui 
peraturan dan hukum-hukumnya, yang dikenal dengan mu’amalat. 
Peraturan ini memberi kesan terhadap niali-nilai kemasyarakatan dalam 
suatu budaya dan komunitas.16 
                                                          
14
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas…, hlm. 83. 
15
 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10 
16
 Ibid., hlm. 11. 
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Sejalan dengan itu perdagangan (bisnis) merupakan salah satu 
bentuk aktivitas terpenting dalam bidang mu’amalat. Keperluan terhadap 
perdagangan (bisnis) ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang 
hingga sekarang, di mana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun dapat menyimpulkan 
bahwa jual beli borongan adalah jual beli yang sudah menjadi kebiasaan 
yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. Dalam hal ini biasanya pedagang yang membeli pakaian 
lansung menghubungi supplier melalui via telephon, jadi tanpa harus jauh-
jauh datang ke lokasi penjualan. 
Adapun dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara 
borongan yang menyangkut wujud bendanya dan penyerahan barangnya 
adalah sebagai berikut: cara yang pertama, supplier datang langsung ke 
lokasi pedagang yaitu dalam hal ini adalah Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. Supplier datang dengan membawa contoh atau sampel dari 
barang dagangannya untuk ditawarkan kepada para pedagang. Namun ada 
juga pedagang Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta yang datang langsung 
ke tempat penjualan untuk melakukan transaksi jual beli. 
Kemudian setelah terjadi tawar menawar mengenai barang maupun 
harga. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk diadakan transaksi 
jual beli secara borongan tersebut, tentu saja akan terjadi penyerahan 
barang dan uang dengan cara rela sama rela. Namun dalam hal ini  
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terdapat beberapa model pembayaran yang dilakukan oleh pedagang 
pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta dengan pihak 
supplier, ada yang langsung dibayarkan dengan lunas atau kontan dan ada 
yang membayar dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, baru 
setelah barang datang pembeli akan melunasi kekurangan pembayaran.17 
 
C. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Pakaian Bekas Secara Borongan 
Bagi Pedagang di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta 
Dalam aktivitas ekonomi khususnya dalam hal jual beli, tentunya 
terdapat kelebihan-kelebihan maupun kekurangan yang terkandung di 
dalamnya. Kondisi seperti ini terkadang merugikan salah satu pihak atau 
seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan 
permusuhan. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang 
yang tanpa cacat dan sesuai dengan keinginan, begitu pula penjual 
bertransaksi untuk bisa mendapatkan keuntungan.18  
Pada dasarnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada 
prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka 
harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang 
merasa dicurangi (ditipu). 
Berikut ini kelebihan dari jual beli pakaian bekas secara borongan 
menurut informan bapak Budi Santosa (60 Tahun) adalah karena dalam 
                                                          
17
  Ayu Windar Sari (29), Pedagang pakaian bekas, Wawancara Pribadi, 23 
April 2018, jam 11.00-13.00 WIB. 
18
 Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah 
Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 20160, hlm.79.  
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jual beli model borongan atau karungan itu lebih menguntungkan dari segi 
harga. Selain itu apabila terdapat cacat mungkin hanya 20% dari jumlah 
barang yang ada. Dan biasanya pedagang akan langsung memilah barang 
yang cacat atau tidak layak pakai yang nantinya akan djual kembali pada 
saat Pasar Pagi, tentunya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga 
biasanya.. Karena kondisi barang pun juga sudah tidak memenuhi 
kriteria.19 
Selain itu bisnis berjualan pakaian bekas merupakan salah satu 
prospek yang cukup menjanjikan dalam dunia usaha pakaian, terutama 
pakaian bekas impor. Karena dengan modal yang tidak terlalu besar, dapat 
menghasilkan keuntungan yang lebih. Mungkin sekilas kalau orang 
mendengar kata bekas akan menganggap sesuatu yang menjijikkan akan 
tetapi tidak semua pakaian bekas itu buruk atau jelek. Banyak juga yang 
kondisinya masih baik, modelnya bagus sehingga menarik minat pedagang 
untuk menjualnya, harganya juga sangat miring, dan tentunya bermerek. 
Dalam sistem jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh 
pedagang Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta, selain kelebihan ada juga 
kekurangan dari sistem jual beli pakaian secara borongan, seperti yang 
disampaikan oleh Bapak Suparno, bahwa dalam jual beli pakaian secara 
borongan ini, pedagang tidak dapat memilih sendiri barang yang 
                                                          
19
 Budi Santosa, Pedagang pakain bekas, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, 
jam 11-00-13.00 WIB.   
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diinginkan, dikarenakan jumlah barang yang tidak sedikit sehingga tidak 
memungkinkan untuk diteliti satu persatu.20 
Sedangkan menurut keterangan yang diberikan oleh mas Nova Dwi 
Ariyanto (24), sebagai penjual kita harus berani mengambil resiko, artinya 
memang dalam sistem kulakan secara borongan tentu ada sebagian kondisi 
barang yang cacat bahkan mungkin kurang dalam timbangannya. Hal 
tersebut terjadi dikarenakan dalam proses jual beli secara borongan 
biasanya hanya didasarkan pada sistem taksiran. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun terhadap 
beberapa pedagang pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta, 
mereka berani menerima resiko dari sistem jual beli secara borongan dan 
berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh uang dari barang 
yang dimilikinya. Biasanya barang yang rusak atau cacat oleh pedagang 
akan dipisahkan dengan yang bagus. Nantinya barang yang rusak dan 
cacat itu akan dijual kembali pada saat pasar pagi, tentunya dengan harga 
yang relatif murah. 
Selain itu terdapat beberapa faktor yang yang menyebabkan 
pedagang di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta lebih memilih jual beli 
pakaian dengan sistem borongan, diantaranya seperti keterangan yang 
diberikan oleh Bapak Wahyu, salah satu faktor yang menjadi alasan yaitu 
tentu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli secara 
eceran atau kiloan.   
                                                          
20
 Suparno, Pedagang pakain bekas, Wawancara Pribadi, 23 April 2018, jam 11-
00-13.00 WIB.  
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  Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Bapak Marsadi, 
membeli pakaian dalam jumlah banyak atau karungan itu lebih efisien 
waktu, karena pedagang hanya tinggal memesan melalui via telephone dan 
menunggu barang dikirim oleh distributor. Sehingga pedagang tidak perlu 
jauh-jauh datang ke tempat penjualan. 
Pedagang pakaian bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta 
juga sudah memperhitungkan kerugian yang akan dialami. Bagi pedagang 
masalah untung, rugi, atau harga pakaian di pasaran naik atau turun, 
persaingan, barang, tidak laku dan sebagainya merupakan lika-liku dari 
seorang pedagang. Karena tidak setiap hari juga masyarakat membutuhkan 
pakaian untuk dirinya sendiri ataupun untuk dijual kembali. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP MU’AMALAH DALAM 
TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA BORONGAN DI 
PASAR NOTOHARJO SEMANGGI SURAKARTA 
 
 
A. Tinjauan dari Aspek Legalitas 
Dewasa ini terdapat bentuk-bentuk perdagangan yang akadnya 
tidak secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi melalui perantara 
seperti di swalayan, jual beli via internet, faksimili, surat menyurat, dan 
sebagainya. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dengan cara demikian 
adalah sah hukumnya, asal ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang 
disepakati.1 
Kendatipun masalah tersebut belum ditemukan dalam fiqh-fiqh 
klasik, tetapi ulama kontemporer seperti Musthafa Ahmad al-Zarqa‟ dan 
Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa jual beli melalui perantara itu 
dibolehkan asal antara ijab dan qabul sejalan. Menurut mereka, satu 
majelis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam satu tempat 
secara lahir, akan tetapi dapat diartikan dengan satu situasi dan satu 
kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang 
dibicarakan adalah jual beli itu.2 
Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada 
dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual 
dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam, seperti 
khamar, bangkai, babi, dan lain-lain. Suka sama suka (‘an-tarādhin) 
                                                          
1
 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118. 
2
 Ibid. 
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merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik 
penjual, pembeli, barang, maupun harga. Dalam arti, penjual dan pembeli 
sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan 
pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjualbelikan 
tidak mengandung unsur gharār, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas. 
Dalam sistem jual beli pakaian bekas secara borongan mempunyai 
pola yang sangat signifikan dalam tata aturannya, dimana pola tersebut 
yang membedakan bentuk pembelian borongan dan cara pembelian eceran 
dan hal ini dikategorikan dalam: 
a. Penimbangan 
Dalam pemahaman ini dicontohkan pada pembelian pakaian bekas 
dengan skala timbangan satu karung ditaksir antara 80-90 kilogram, 
biasanya juga tergantung jenis barangnya, kalau yang dipesan berupa 
jaket kulit tebal maka timbangan dalam satu karung bisa mencapai 90-
100 kilogram dan adat ini sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang 
di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. 
b. Sampel 
Dari penjualan atau pembelian secara borongan biasanya sampel hanya 
di berikan di awal, bagi yang sudah berlangganan biasanya langsung 
dikirim melalui via telephone. Mengingat di era sekarang ini 
tekhnologi sudah semakin canggih, sehingga lebih mudah untuk dapat 
berkomunikasi jarak jauh. 
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c. Objek jual beli 
Objek jual beli pakaian bekas sendiri bermacam-macam, diantaranya: 
kemeja, baju berkerah pendek, baju oblong, jaket kulit tebal, jaket kulit 
tipis, jaket parasut, celana kerja, celana jeans, dan sebagainya. 
d. Penetapan Harga 
Harga yang ditawarkan dalam jual beli ini bervariasi, dari harga yang 
per karung Rp. 1.000.000,- sampai yang Rp. 8.000.000,- tergantung 
dari jenis barang yang dipesan. 
Dalam hukum Islam mencari keuntungan dengan jalan apapun 
dibenarkan kecuali dengan jalan yang batil. Karena pengambilan 
keuntungan dengan cara yang batil adalah jelas dilarang oleh syara‟. 
Meskipun demikian, syariat Islam menggariskan beberapa prinsip 
dasar yang bertujuan mengarahkan hubungan mereka tersebut, agar 
berlangsung selaras dengan prinsip-prinsip yang luhur dan suci. Dengan 
tujuan agar tidak terjadi ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, 
sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan bisikan setan. Dengan demikian, 
setiap orang dapat memperoleh haknya secara utuh, tanpa dikurangi 
sedikitpun 
Pada prinsipnya, dalam jual beli kita kita harus mengetahui barang 
yang dijual, baik zat, jumlah, maupun sifatnya. Hal ini semata-mata untuk 
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menghindari adanya gharar dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad 
terjadi, maka akad menjadi batal.3 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang 
diriwayatkan Imam Muslim: 
  ّللا ُل ْوُسَر ىَهن  ّللا ىَّلَص ِه َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُه ِرَرَغْلا ِعْي َب ْنَع  
Artinya: 
Bahwa Rasulullah sallallāhu alaihi wa sallam melarang menjual sesuatu 
yang tidak jelas (gharar). 
 
Gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-
ragu antara dua urusan yang paling dominan, yaitu yang paling banyak 
keraguannya. Misalnya, jika dikatakan: „Saya jual kepadamu satu dari dua 
baju ini walaupun harganya sama karena tidak diketahui secara pasti 
barang yang akan dijual, dan tidak dikatakan: “Gharar apakah yang ada 
dalam akad ini padahal harga sama karena kita mengatakan: “Harus ada 
kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa saja terjadi gharar, sebab 
ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya 
dengan memilih salah satunya namun harus jelas zat yang akan dijual”.4 
Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang 
perdagangan dalam hal pedagang barang atau jasa diluar atau di dalam 
negeri. Barang yang di Impor harus dalam keadaan baru berhubungan 
dengan adanya barang Impor yang mulai masuk dan diperjualbelikan di 
Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada Undang-Undang No.7 tahun 
2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari 
dulu namun untuk perundang-undangan pakaian bekas yang masuk telah 
                                                          
3
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat…, hlm. 57. 
4
 Ibid. 
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dibuatkan peraturan dari kementrian perdagangan Nomor 
51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 
Larangan dalam menjualbelikan barang impor pakaian bekas 
karena diduga pakaian tersebut banyak mengandung bakteri dan virus. 
Untuk itu bagi siapa saja yang masih melakukan penjualan barang impor 
pakaian bekas akan dikenakan sanksi dan hukuman pidana dan/atau denda. 
Meskipun dari para pelaku usaha yang menjualbelikan pakaian tersebut 
jika dilihat dari segi hukum jual beli, syarat beserta rukunnya sudah 
memenuhi, namun menurut Undang-Undang perdagangan pakaian bekas 
harus segera diselesaikan dan dimusnahkan agar tidak merugikan bagi 
konsumen yang awam. 
Dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 diatur 
mengenai kewajiban produsen/ importir yang memperdagangkan barang 
yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan 
hidup untuk mendaftarakan barang yang diperdagangkan kepada Menteri 
dan mencantumkan nomor pendaftaran pada barang dan/kemasannya 
apabila produsen/importir yang tidak memenuhi kegiatan perdagangan 
barang dan menarik barang dari distributor, agen, grosir, pengecer, dan 
konsumen. 
Pakaian bekas yang didapat oleh pedagang/pengecer dari 
distributor, supplier maupun dari produsen dalam bentuk karung yang 
mana didalamnya terdapat berbagai macam pakaian yang bervariatif sesuai 
dengan pesanan para pedagang. Pedagang/pengecer tidak dapat memeriksa 
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pakaian-pakaian yang ada di dalam karung tersebut, mereka hanya bisa 
melihat kode yang tertera di karung tersebut sesuai dengan pesanannya. 
Setelah pakaian bekas tersebut sampai di tangan pedagang tidak sedikit 
banyak ditemukan pakaian tersebut dalam keadaan kotor, lusuh, bahkan 
sobek. 
Pengelolaan atau perawatan dari pakaian-pakaian tersebut tidaklah 
begitu sulit, barang yang baru datang yang masih di dalam karung 
kemudian dipilih satu persatu kemudian langsung ditempatkan pada 
bagian-bagian yang sudah disediakan. Pakaian tersebut dijual tanpa di cuci 
terlebih dahulu. Akan tetapi ada juga pedagang yang hanya menyetrika 
pakaian-pakaian bekas tersebut agar terihat lebih rapi agar dapat 
menjualnya dengan harga yang tinggi. 
Melihat tidak adanya perawatan pakaian bekas tersebut dan tempat 
khusus yang layak untuk pakaian-pakaian yang diperjual belikan membuat 
semakin kumuh dan rentang akan tersebarnya penyakit atau virus, baik 
dari tempat tersebut maupun dari pakaian bekas yang diperjual belikan itu 
sendiri. 
Adapun tujuan dari Undang-Undang Perdagangan yaitu: 
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penggunaan 
dan perdagangan produk dalam Negeri; Meningkatkan kesempatan 
berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin kelancaran 
distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 
Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan,; 
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Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, 
kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta; Meningkatkan daya 
saing produk dan usaha nasional; Meningkatkan citra produk dalam 
negeri, akses pasar, dan ekspor nasional; Meningkatkan perdagangan 
produk berbasis ekonomi kreatif; Meningkatkan perlindungan konsumen; 
Meningkatkan penggunaan SNI; Meningkatkan perlindungan sumber daya 
alam; serta meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
Dalam praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta masing-masing pihak yang melakukan akad adalah 
orang yang telah baligh dan berakal sehat. Kemudian jika dilihat dari segi 
objek jual beli barang yang ditransaksikan tersebut sudah jelas, yaitu 
pakaian bekas yang ditransaksikan oleh supplier kepada pengecer. 
Sedangkan pengecer tidak bisa memeriksa pakaian yang didapat dari 
supplier dalam bentuk karung tersebut secara keseluruhan pengecer hanya 
dapat melihat kode yang tertera dalam karung tersebut sesuai dengan 
pesanannya. 
Didalam fiqih mu‟amalah, jika pihak penjual melakukan tadlis 
dalam akad jual belinya, maka hukum Islam memberikan hak khiyar 
kepada pembeli yakni hak memilih untuk melanjutkan akad jual 
belinya/membatalkannya. Pihak pembeli yang dirugikan itu diberi waktu 3 
hari untuk merealisasikan hak khiyarnya terhitung sejak pertama kali dia 
mengetahui adanya tadlis atau penipuan. Dengan demikian praktek jual 
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beli pakaian bekas yang dilakukan oleh distributor dan pengecer ini 
dilarang karena adanya rukun dan syarat objek jual beli yang tidak jelas 
dan termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu adanya 
Tadlis kualitas dan tidak adanya khiyar dalam jual beli pakaian bekas 
secara borongan tersebut. 
Selain itu juga adanya himbauan dari Pemerintah untuk tidak 
membeli pakaian bekas karena dikhawatirkan pakaian-pakaian tersebut 
terinfeksi virus serta merugikan industri garmen dalam Negeri. Namun, 
disisi lain pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah 
dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari. Dari 
yang telah diuraikan diatas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama 
manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi 
jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak 
yang dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban agar saling terpenuhi, 
semuanya diatur dalam Islam yakni melalui mu‟amalah. 
 
B. Tinjauan dari Aspek Manfaat dan Madharat 
Pada dasarnya prinsip terpenting dalam jual beli yaitu bahwa 
mu’amalah dilakukan atas dasar suka sama suka. Kedua belah pihak yang 
menjalankan akad jual beli harus benar-benar sama-sama suka dan rela. 
Maksudnya adalah masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama 
rela menjalankan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan. 
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Logika akal sehat mengharuskan adanya persyaratan di atas, 
karena bila kita tidak mensyaratkannya, niscaya masyarakat akan saling 
merampas hak sesama mereka. Setiap orang yang menginginkan harta 
orang lain, dapat saja langsung mendatanginya dan berkata kepadanya, 
Saya beli hartamu ini dengan harga sekian, dan langsung diambil tanpa 
mempedulikan apakah pemiliknya rela atau tidak dengan pembelian ini. 
Tentu cara-cara seperti ini menimbulkan kekacauan, tindak anarkis, 
permusuhan, dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. 
Berdasarkan persyaratan ini, para ulama menegaskan bahwa tidak 
sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa ada 
alasan yang dibenarkan. Orang yang dipaksa ialah orang yang dipojokkan, 
sehingga tidak dapat menolak penjualan tersebut, sehingga dia terpaksa 
menjual hartanya. Misalnya jika ada seseorang memaksa orang lain untuk 
menjual hartanya, dan jika tidak, dia akan dibunuh, kemudian, karena 
takut dibunuh, pemilik barang tersebut terpaksa menjualnya, maka akad 
penjualan itu tidak sah, karena akad dilakukan tanpa adanya rasa suka 
sama suka (kerelaan). 
Dari definisi di atas praktek jual beli di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta dapat dikatakan telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam, 
hal ini dijelaskan dalam bab dua tentang syarat dan rukun jual beli. Praktik 
mu’amalah dalam Islam pada dasarnya harus sesuai dan tidak 
bertentangan dengan norma-norma syari‟ah Islam. Para ahli fiqh 
berpendapat bahwa dalam kegiatan bisnis (mu’amalah) Islam haruslah 
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menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syara‟ yakni gharar 
(ketidakpastian), maisyir (spekulasi), riba, dan eksploitasi (ketidakadilan). 
Adapun yang menjadi salah satu tujuan dari syariat Islam dalam 
hal jual beli yaitu bahwa pihak-pihak yang terkait dalam jual beli haruslah 
sejauh mungkin sadar sepenuhnya akan semua keuntungan dan kerugian 
dari jual beli tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman 
mengenai keuntungan maupun kerugiannya, atau mengenai hak-hak dan 
kewajibannya, dengan demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya 
persengketaan dikemudian hari. Sebelum terjadi tawar menawar antara 
penjual dan pembeli mengenai harga maupun barang, penjual terlebih 
dahulu memaparkan pada pembeli tentang barang yang dimilikinya. 
Dalam kaitannya dengan praktik jual beli pakaian bekas secara 
borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta, maka analisis ini 
dilaksanakan dengan pertukaran antara barang yang diwujudkan dalam 
bentuk pakaian dan uang untuk kelancaran dalam transaksi, akan tetapi ini 
tidak jauh dari rukun sahnya jual beli, contohnya adanya penjual dan 
pembeli, adanya barang, adanya sighat, baik jelas atau tidak jelas (isyarat 
atau perbuatan). 
Adapun bentuk kerelaan yang tergambar dalam praktik jual beli 
pakaian bekas secara borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta 
ialah pembeli menerima barang dalam kondisi apapun. Karena pembelian 
barang dilakukan dengan cara borongan, maka pembeli siap menerima 
konsekuensi atas barang yang diperjualbelikan.  
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Dalam jual beli pakaian bekas biasanya akad atau transaksi 
dilakukan dengan perkataan dari kedua belah pihak yaitu antara pedagang 
dan supplier yang mengetahui akad. Dengan demikian jual beli akan 
dipandang sah jika terpenuhi unsur-unsur pokok dalam jual beli. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa 
unsur pokok yang harus dipenuhi adalah subyek akad yaitu pedagang dan 
supplier serta akad atau transaksi yang lazimnya disebut ijab qabul.  
Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali 
yang ditentukan oleh Al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Para ulama juga telah 
menyepakati bahwa perniagaan pada dasarnya adalah pekerjaan yang 
halal. Kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang 
telah diketahui oleh setiap orang.5 
Salah satu buktinya yaitu bahwa setiap ulama yang menuliskan 
kitab fikih, atau kitab hadist, mereka senantiasa mengkhususkan satu bab 
untuk membahas berbagai permaslahan yang terkait dengan perniagaan. 
Para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, 
selama tidak menyelisihi syariat.
6
 
Prinsip dasar lainnya yaitu bahwa mu’amalah dilakukan atas dasar 
pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Pada 
prinsipnya pelaksaan jual beli pakaian bekas secara borongan merupakan 
sarana prasarana untuk kelangsungan hidup manusia. Disamping adanya 
kemashlahatan yang diperoleh dari berbagai pihak secara kesinambungan, 
                                                          
5
 Muhammad Arifin, Fikih Perniagaan…, hlm. 51.  
6
 Ibid. 
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jiwa akan terasa tentram dan tercapainya kemantapan jiwa. Sedangkan 
pelaksanaan jual beli borongan dapat diterima sebagai perbuatan yang 
wajar karena adanya unsur kemashlahatan. Oleh karena itu jual beli 
borongan dapat diterima sebagai sumber hukum.   
Sistem jual beli yang diterapkan di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta adalah sistem jual beli dengan cara borongan, artinya pedagang 
membeli barang dengan skala besar tanpa tahu bentuk barang satu persatu 
akan tetapi hanya tahu sebagian saja. Unsur di atas dilarang oleh syariah 
Islam karena adanya unsur gharar yang dianggap merugikan. Dalam 
hadis, terdapat praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakpastian 
seperti: menjual burung yang masih beterbangan di angkasa, menjual ikan 
yang masih berada di kolam dan tidak tahu berapa jumlahnya termasuk 
juga menjual buah-buahan yang masih tersimpan di dalam tanah, seperti 
wortel, lobak, kentang, ubi jalar, bawang dan semisalnya.7 
Dengan demikian akhirnya penulis mencoba menyimpulkan bahwa 
hukum praktik jual beli pakaian bekas secara borongan yang terjadi di 
Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta, meskipun terdapat masalah seperti 
salah satu ada yang merasa dirugikan, tetapi disitu ada unsur 
kemashlahatan dan sudah ada kesepakatan antara pedagang dan supplier, 
sehingga dalam praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan ini 
manfaatnya lebih besar daripada madharatnya. Karena semua itu sudah 
                                                          
7
 Syaikh  Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (terjemahan), 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 756.  
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sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta yang berjalan sejak dibangunnya Pasar tersebut. 
Praktik jual beli pakaian bekas secara borongan yang terjadi di 
Pasar Notoharjo Semanggi dirasa meringankan, khususnya bagi pedagang 
maupun supplier. Sehingga dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa 
praktik jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta banyak memberi manfaat bahkan memudahkan atau 
meringankan para pedagang. 
Namun demikian pada jual beli pakaian bekas secara borongan ini 
bukan berarti ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena jika demikian 
maka jual beli ini tidak akan dilakukan lagi oleh pihak pedagang pakaian 
bekas dengan supplier. Hal ini dapat dibuktikan kalau mereka (pedagang 
dan supplier) sama-sama membutuhkan bantuan dalam mencukupi 
kebutuhan hidup mereka. 
Kemudian apabila ditinjau dari segi kemadharatan (kerugian) 
ternyata dalam praktik jual beli pakaian bekas secara borongan ada pihak 
ketiga yang secara langsung dirugikan, yaitu pihak konsumen atau pembeli 
akhir. Konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai 
barang dan/atau jasa. Dalam hal ini konsumen atau pembeli pakaian bekas 
kemungkinan memperoleh barang yang kondisinya kurang layak. Bahkan 
mungkin barang yang dibelinya terdapat jamur atau virus-virus yang dapat 
menyebakan penyakit. 
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Kementrian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standarisasi 
dan Perlindungan Konsumen menghimbau masyarakat tidak membeli 
pakaian bekas, khususnya pakaian bekas impor. Sebab, pakaian tersebut 
banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna pakaian tersebut. 
Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirjen 
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, diperoleh hasil dari uji sampel 
pakaian bekas ditemukan bakteri berupa bekteri penyebab penyakit kulit 
dan beragam gangguan kesehatan manusia dalam pakaian bekas tersebut. 
Latar belakang adanya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 
51/M/DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas adalah: a) 
Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan 
manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh 
masyarakat. (b) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang 
impor pakaian bekas. (c) Bahwa berdasarkan pertimbangan yang 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Perkembangbiakan 
bakteri tersebut salah satunya distimulan oleh proses distribusinya atau 
pengemasan yang dikemas seadanya, penumpukan didalam kontainer 
melalui perjalanan yang panjang yang memungkinkan bakteri 
berkembangbiak dalam pakaian bekas. 
Pada dasarnya pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian 
bekas di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta sama dengan jenis pakaian 
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bekas yang berada di pasar-pasar pakain bekas lainnya dan pakaian 
tersebut ternyata dijual secara langsung tanpa di cuci terlebih dahulu. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa barang bekas termasuk 
dalam kategori barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Seiring 
dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor ini, para pelaku 
usaha mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha, berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa 
memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang 
dimaksud”. Peraturan tersebut hakikatnya mengupayakan agar barang atau 
jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar dan 
memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen.
8
 
Dalam hal ini terdapatnya pengecer yang merasa dirugikan dan 
tidak merasa dirugikan karena adanya prinsip saling percaya yang menjadi 
kesepakatan mereka dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas 
mau tidak mau harus menerima resiko apabila terdapat pakaian yang cacat. 
Selain itu juga praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh 
pengecer kepada konsumen masih terdapatnya unsur menyembunyikan 
kecacatan dalam barang yang dijualnya atau disebut dengan tadlis dalam 
jual belinya mereka tidak memberikan informasi secara lengkap terhadap 
pakaian yang dijualnya. 
                                                          
8
 Ahmadi Miru& Sutaman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011), 65 
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Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau 
jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang 
diberikannya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. 
Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan pihak-pihak yang terkait.9 
Untuk menghindari dari kewajiban memberikan ganti kerugian, 
sering terjadi pelaku usaha mencantumkan klausul-klausul eksonerasi di 
dalam hubungan hukum antara produsen/penyalur produk dan 
konsumennya. Pencantuman secara sepihak demikian tetap tidak dapat 
menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugain.  
Meskipun demikian pedagang ataupun supplier tetap tidak akan 
menanggung resiko apabila dikemudian hari konsumen mendapatkan 
kerugian materi maupun fisik. Bagi pedagang dan supplier hal itu sudah 
menjadi konsekuensi yang harus diterima konsumen apabila membeli 
pakaian-pakaian bekas yang tidaklah semua dalam kondisi baik dilihat dari 
segi kualitas barang maupun dari segi kesehatan. 
Dengan dasar ini dan dasar pertimbangan terhadap adanya manfaat 
dan madharat yang ada, atau sesuatu yang mendorong untuk 
melaksanakan jual beli secara borongan maka penulis  dapat memberikan 
ketentuan bahwa praktik jual beli pakaian bekas secara borongan itu 
diperbolehkan bagi pedagang pakaian di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. 
                                                          
9
 Celine Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm.37. 
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Kegiatan ekonomi manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh 
motivasi-motivasi tertentu. Motivasi ekonomi atau bisnis merupakan 
alasan ataupun tujuan seseorang sehingga ia melakukan tindakan ekonomi. 
Motivasi yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi atau 
bisnis terbagi dalam dua aspek: motivasi intrinsik, yaitu suatu keinginan 
untuk melakukan tindakan ekonomi atau bisnis atas kemauan dirinya 
sendiri, dan motivasi ekstrinsik, yaitu suatu keinginan untuk melakukan 
tindakan ekonomi atau bisnis atas dorongan dari orang lain. 
Motivasi merupakan dasar pijakan seseorang melangkahkan kaki 
menuju tempat usaha, belajar, dan sebagainya. Motivasi erat kaitanya 
dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan cinta, kebutuhan 
akan rasa aman, kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru, dan 
kebutuhan akan harga diri.10 
Dalam praktiknya, secara umum terdapat beberapa jenis motivasi 
yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi atau 
bisnis, diantaranya: motivasi untuk memenuhi kebutuhan, motivasi untuk 
memperoleh keuntungan, motivasi untuk memperoleh penghargaan, 
motivasi untuk memperoleh kekuasaan, dan motivasi untuk menolong 
sesama (sosial). 
Namun, seringkali seseorang melakukan berbagai cara untuk dapat 
mencapai apa yang diinginkannya. Seperti yang terjadi di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta, pedagang yang menjual pakaian bekas hanya 
                                                          
10
 Idri, Hadist Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015 ), hlm. 40. 
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menjual produk-produk lokal, karena produk-produk impor sudah dilarang 
masuk ke Indonesia. Apabila diketahui pedagang menjual pakaian bekas 
impor, maka pemerintah tidak segan-segan untuk merampas barang-
barang tersebut. Tujuan dari pemerintah memang baik, semata-mata hanya 
untuk melindungi dan menegakkan keselamatan masyarakat dari serangan 
bakteri dan penyakit yang mungkin menjamur pada pakaian-pakaian bekas 
tersebut. 
Meskipun demikian, pada sisi lain pemerintah tidak perlu tergesa-
gesa mengeksekusi kebijakan ini, karena dapat berpengaruh besar pada 
siklus perekonomian pedagang yang telah dihidupinya bertahun-tahun, 
khususnya bagi pedagang yang ada di Pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. 
Ketika dihadapkan dengan testimoni terkait pengalaman para 
pembeli pakaian bekas selama bertahun-tahun belum ada satupun diantara 
pembeli (konsumen) yang terpapar penyakit selama mengakrabi pakaian 
bekas yang dibelinya. Pedagang pakaian bekas di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta juga mengaku bahwa selama ini tidak pernah ada 
komplain dari konsumen. Bahkan, beberapa konsumen pernah kembali 
lagi dan mengungkapkan kepuasannya terhadap barang dagangannya.   
Dengan dasar pertimbangan inilah, pemerintah diharapkan untuk 
lebih hati-hati dalam menerapkan larangan bisnis jual beli pakaian bekas. 
Selain itu juga memberikan sosialisasi secara baik kepada publik, sambil 
memikirkan bagaimana mengatasi dampak dari pelarangan bisnis jual beli 
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pakaian bekas terutama yang menimpa para pedagang dari kalangan 
menengah kebawah. 
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pelaksanaan jual beli 
pakaian bekas yang ada di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta adalah 
jual beli yang berdasarkan adat istiadat/kebiasaan para pedagang dengan 
supplier semata. 
Mengenai adat yang diperoleh hukum Islam yang dapat menjadi 
sumber hukum adalah harus mengandung tiga unsur, yaitu: “kematangan 
jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dan dapat diterima oleh 
watak pembawaan manusia”.11 
Sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dalam 
bukunya berjudul “Hukum Adat Bagi Umat Islam”, dengan pendapatnya 
Al-Jurzani yang mengatakan bahwa demikian adat kebiasaan yang 
mengandung 3 unsur diatas termasuk ‘urf (dasar) yang dapat menjadi 
sumber hukum ijtihadnya yang termasuk adat istiadat ini yaitu adat 
kebiasaan jual beli pakaian bekas secara borongan atau karungan di Pasar 
Notoharjo Semanggi Surakarta, dengan pertimbangan: 
“Manusia adalah makhluk sosial yang kebutuhannya banyak segi 
macam dan ragamnya, disamping itu juga cara pemenuhannya banyak 
ragamnya, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan 
dengan manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat.” 
                                                          
11
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas…, hlm. 27.  
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Jual beli pakaian bekas secara borongan merupakan budaya dari 
para pedagang di Pasar Notoharjo Semanggi yang berlaku sejak dahulu 
dan transaksi ini sudah menjadi adat kebiasaan („urf), „urf merupakan adat 
istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, ‘urf  dapat diakui tetap 
berlaku selama tidak bertentangan dengan pertimbangan akal sehat dan 
tidak pula berlawanan dengan ketentuan-ketentuan syara‟.12 Dengan 
demikian „urf dipandang baik karena mendatangkan kemashlahatan serta 
memudahkan berlangsungnya suatu pekerjaan. 
Dan Allah memudahkan  setiap umat-Nya untuk melakukan hal-hal 
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, demikian diperbolehkannya 
jual beli pakaian bekas secara borongan di kalangan pedagang Pasar 
Notoharjo Semanggi, yakni meringankan beban pedagang setempat. 
Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 78:  
  ّللا يِف اْوُدِه اَجَو اَمَو ْمُك اَبَتْجا َوُه ِهِداَهِج َّقَح ِه... ٍجَرَح ْنِم ِنْي ِّدلا يِف ْمُكْيَلَع َلَعَج  
  : جحلا(٧٨)  
 
Artinya: 
Dan berjihadlah kamu dalam jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 
untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.13 
  
Dari ayat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu 
adat itu tidak menyalahi nash atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan 
berijma‟ dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum ijtihadiyah. Jika 
tidak demikian, maka akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan 
                                                          
12
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas…, hlm. 21.  
13
  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya…, hlm. 52. 
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masyarakat. Padahal Allah dengan agama Islam itu tidak menghendaki 
terjadinya kesempitan bagi masyarakat.14 
Setelah penyusun melakukan wawancara dilapangan serta melihat 
teori-teori yang ada, maka penulis dapat menganalisa bahwa sistem jual 
beli borongan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hal itu 
diperbolehkan, karena jual beli yang dilakukan oleh supplier dengan 
pedagang Pasar Notoharjo Semanggi termasuk kegiatan mu’amalah yang 
sesuai dengan perintah Allah. 
Adapun sistem jual beli borongan yang terjadi di Pasar Notoharjo 
Semanggi sudah biasa dilakukan dan jarang terjadi perselisihan. Sebab 
pada dasarnya sistem jual beli borongan ini diminati karena faktor 
kemudahan, baik bagi pedagang maupun supplier, dan dalam praktiknya 
jual beli borongan ini dirasa lebih banyak manfaatnya, karena diantara 
kedua belah pihak saling menguntungkan. 
Dari hasil wawancara kepada pedagang yang melakukan jual beli 
pakaian bekas secara borongan, penulis mengetahui bahwa motivasi bisnis 
dari pedagang tersebut selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk 
tolong menolong sesama muslim.  
Dan akhirnya pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara borongan 
yang terjadi di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta dapat meringankan 
serta memudahkan bagi pedagang maupun supplier. 
 
 
                                                          
14
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas…, hlm. 24. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan 
terhadap jual beli pakaian bekas secara borongan di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta, maka dari beberapa pembahasan yang telah 
diuraikan  ¸dapat ditarik kesimpulan: 
1. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta terdapat masyarakat/pedagang yang melakukan 
jual beli pakaian bekas secara borongan. Adapun praktik jual belinya 
yaitu, supplier menawarkan barang yang dia miliki sebagai sampel 
atau contoh dan menginfokan harga awal terhadap pedagang, 
kemudian pedagang melihat sampel, setelah itu terjadi tawar menawar 
harga dan barang. Apabila sudah merasa cocok, lalu pedagang  
melakukan pemesanan barang. 
2. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara borongan yang diterapkan 
di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta apabila ditinjau dari aspek 
legalitasnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 
Tahun 1999 dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: “pelaku 
usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 
dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas 
barang dimaksud (2),“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 
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sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar 
dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (3). 
Maka dari itu jual beli pakaian bekas dilarang karena berakibat pada 
kesehatan. Sedangkan menurut hukum Islam jual beli pakaian bekas 
secara borongan di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta dalam 
praktiknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalah, 
diantaranya prinsip kerelaan yang diwujudkan dalam bentuk 
pertukaran antara uang dan barang. Prinsip takaran dan timbangan 
yang diwujudkan pada skala timbangan satu karung (ditaksir 80-90 kg) 
tergantung dari jenis barang. Prinsip manfaat dan madharat yang 
diwujudkan dalam bentuk kesepakatan antara pedagang dengan 
supplier sama-sama membutuhkan.   
B. Saran 
Di akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang 
mungkin berguna bagi para pembaca. Kepada para pedagang yang ada di 
Pasar Notoharjo Semanggi, alangkah lebih baik supaya memperhatikan 
aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya tentang aturan jual beli 
dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syari’at Islam. Meskipun 
selama ini dalam jual beli pakaian bekas dengan praktek borongan belum 
pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah 
baiknya jika perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dilakukan 
secara tertulis dan jelas sehingga perjanjian jual beli tersebut akan 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga dapat dipertanggung 
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jawabkan di kemudian hari. Kepada para pembaca, penulis berharap agar 
skripsi ini benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi 
terhadap khasanah keilmuan. 
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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 
No Nama Usia Alamat 
1 Bp. Budi Santosa 60 Bungur-Punggawan 
2 Bp. Marsudi 47 Semanggi 
3 Bp. Suparno 46 Baki 
4 Bp. Parji 55 Semanggi 
5 Ibu Windarti 50 Jaten-Karanganyar 
6 Ibu Tari 48 Bakalan  
7 Ibu Ayu Windar Sari 29 Ngrangutan 
8 Ibu Sylvia 35 Semanggi 
9 Agus 24 Danukusuman 
10 Bp. Wahyu 40 Karangrejo-Karanganyar 
11 Bp. Sumadi 50 Semanggi 
12 Nova Dwi Aryanto 24 Joyosuran-Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Sudah berapa lama anda berdagang di Pasar Notoharjo? 
2. Apa alasan anda memilih berjualan pakaian? 
3. Bagaimana sikap anda jika mengetahui barang dagangan anda ada yang 
cacat? 
4. Bagaimana sistem penetapan harga pada jual beli pakaian di Pasar 
Notoharjo? 
5. Bagaimanakah sistem pemesanan pakaian ini? 
6. Apa yang menjadi prinsip anda dalam berdagang? 
7. Apa yang anda ketahui tentang jual beli yang Islami? 
8. Apa yang anda ketahui tentang jual beli secara borongan/karungan? 
9. Berapa laba yang anda peroleh dari berdagang pakaian bekas? 
10. Apa faktor yang menyebabkan anda memilih jual beli secara borongan? 
11. Apa kelebihan dari sistem jual beli secara borongan? 
12. Apa kekurangan dari sistem jual beli secara borongan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  3 
 
Gambar 1. Pasar Klitikan Notoharjo 
 
Gambar 2. Denah Lokasi Pasar Klitikan Notoharjo  
 
Lampiran 4 
 
 
Gambar 3.  
Wawancara dengan Kepala Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi 
 
 
Gambar 4. 
Wawancara Dengan Salah Satu Pedagang 
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